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ABSTRACT

PERFORMANCE OF CIVIL STATE APPARATUS IN THE
IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL MAINTENANCE
PROGRAM
(STUDY ON LIVING ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT DISTRICT
OF CENTRAL ACEH DISTRICT)

Azhari
azharidsi@gmail com

Graduate Studies Program
Indonesia open University

This research seeks to explore several issues related to the performance of
the state civil apparatus in the implementation of the environmental maintenance
program at the Living Environment Department of Central Aceh District and the
factors that influence it. This research is descriptive research with quantitative and
qualitative method to get and deliver facts clearly and accurately. Based on the
result of research known that; first, the performance of the state civil apparatus at
the Living Environment Department of Central Aceh District is not yet optimal.
This can be seen from several aspects, namely the level of consistency of policies
and activities of the service has not been in accordance with the demands of
society, the high level of business violations, and still the public complaints about
licensing services. Second, as for the cause factor can be seen from three things,
that is organization structure that have not accommodate all activities that must be
implemented so that mfluence on delegation of authority, still lack of human
resources, both from quantity and quality, and budget available not yet enough to
carry out activity which is already planned.

Keywords: Performance, State Civil Apparatus, Environmental
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ABSTRAK

KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP
(STUDI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH
TENGAH)

Azhari
azhandsi@gmail.com

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Penchitian ini berupaya mendalami beberapa persoalan terkait dengan
Kinerja aparatur sipil negara dalam pelaksanaan program pemeliharaan lingkungan
hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dan faktor yang
mempengarvhinya, Penelitian ini adalah penelihan deskriptif dengan metode
kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan dan imenyampaikan fakta dengan
jelas dan teliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa; pertama, kinerja
aparatur sipil negara pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah
belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa aspek, yaitu tingkat konsistensi
kebijakan dan kegiatan dinas belum sesuai dengan tuntutan masyarakat, masih
tingginya tingkat pelanggaran pengusaha, dan masih adanya keluhan masyarakat
tentang pelayanan perizinan. Keduwa, adapun faktor penyebabnya dapat dilihat
dari tiga hal, yaitu struktur organisasi yang ada belum menampung seluruh
kegiatan yang harus dilaksanakan sehingga berpengaruh pada pendelegasian
wewenang, masih kurangnya sumber daya manusia, baik dari kuantitas maupun
kualitas, dan angparan yang tersedia belum memadai untuk melaksanakan
kegiatan yang sudah direncanakan.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Pemeliharaan lingkungan Hidup
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah

Pengelolaan lingkungan merupakan isu yang mencakup segala aspek
kehidupan yang sanpat luas dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan.
Sel;lua aspek kepiatan pembangunan tidak lepas dari keterkaitan dengan
lingkungan hidup. Oleh karena ity, pengelolaan lingkungan merupakan hal yang
mutlak diperiukan agar kegiatan pembangunan tidak menimbulkan dampak
negatif yang serius terhadap lingkungan. Dilain pihak, dalam rangka
mengimbangi perkembangan isu lingkungan yang sangat pesat, seiring dengan
berubzhnya berbagai kebijakan, berkembangnys perindustrian, serta adanya
dampak negatif dari kegiatan ussha pertambangan, maka diperlukan adanya
orgamsasi yang bertanggungjawab atas penanganan masalah lingkungan.
2. Orpanisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebelum dibentuknya Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten
Aceh Tengah, penanganap masalah lingkungan hidup merupakan tanggungjawab
dari Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, yang
dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Aceh Temgah Nomor 21 tahun 2008
tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Sekretariat DPRD Kabupaten
Aceh Tengah. Bagian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan,

mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
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linkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bagian
Lingkungan Hidup dibantu oleh kasubag AMDAL dan Kasubag Penanggulangan
pencemaran.

Masalah pertambangan BGGC dan air tanah sebelum keluarnya U nomor
18 tabun 2007 tentang pajak dan retribusi daerah, merupakan kewenangan
Propinsi Aceh. Sedangkan kewemangan Kabupateu terbatas vailv menangani
perijinan di bawah 5 hektar (Perda Propinsi Aceh Nomor 7 tahun 1995), yang
dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan -dacrah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang,
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah membawa perubahan dalam
berbagai bidang kehidupan termasuk kelembagaan di daerah. Sebagai tindak
lanjut pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 dan berpedoman pada PP Nomor 84
tahun 2000 tersebut, maka di.Kabupaten Aceh Tengah telah dikeluarkan Peraturan
Daerah Nomor 27 Tahun 2008 tentang pembertukan dan Susunan Organisa si
Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Salah satu dinas yang dibentuk
diantaranya adalah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh
Tengah,

Untuk memahami dengan lebih jelas mengenai struktur orpanisasi Dinas

Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:
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Struiktur Organisasi
Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup KEPALA
Kabupaten Aceh Tengah DINAS
BAGIAN
TATA USAHA
| I
SUB BAGIAN 5UB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN KEPE_GAWAIAN UMUM & KEU
KELOMPOK SUB DINAS SUB DINAS SUB DINAS
JABATAN PENCEGAHAN DAMPAK, PENGAWASAN DAN PENATAAN DAN PEMULIHAN
FUNGSIONAL LINGKUNGAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
] — 1 |
SEXSI SERS] SERSI
— AMDAL B PENERAPAN PEHGAWASAN DAK PENGEND, PENGEMB, INFORMAST PENYULUHAN
RPL B RAL 1 KERUZAKAN LINGKUNGAN LINGEUNGAN
: SEXSt
AHALTSA DAN EVALUAST DAMPAK PENGAYASAN DAN PEMGEMD. PEMULIHAM LINGKUNGAN
et PENCEMARAN LINGKUNGAN
SEXSI SEKSI
= BIMA USAHA DAN PENGEMBANGAN PERIZINAN
KAPASTTAS —
CABANG UPTD
DINAS

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018
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Dari bagan tersebut tampak Bahwa struktur organisasi Dinas Pengelolaan
Lingkungan Hidup merupakan struktur organisasi yang bersifat Line and Staf,
dan struktur inj merupakan struktur yang biasa dijadikan standar untuk organisasi
pemerintah di Indonesia. Sebagaimana pendapat Handayaningrat (2002) struktur
organisasi lini dan staf cukup baik dipergunakan di Indonesia terutama karena
dengan bentuk ini terdapat deliniasi tugas dan fungsi antara unit-unit organisasi
yang bcrtangg1mgjawab‘untuk melaksanakan tugas pokok organisasi dengan unit-
unit organisasi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan
yang bersifat menunjang. Tetapi menurut Jones (2005) bahwa struktur organisast
yang demikian memiliki kelemahan diantaranya banyaknya hieracki, rantai
komando yang panjang mengakibatkan komunikasi antar pimpinan dengan
bawahan akan memakan waktu yang lebih lama. Pengambilan keputusan menjadi
lambat yang akan berskibat pada kelambanan dalam merespon Keinginan
pelanggan, Untuk itu Jones menyarankan bahwa struktur organisasi yang periu
dikembangkan berbentuk matriks karena berbagai macam fungsi organisasi dan
spesialisasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur
organisasi matriks sangat pipih, dengan hierarki yang minimal dan fungsi serta
otoritas yang terdesentralisasi.

Dalam pasal 34 Perda Kabupaten Aceh Tenpgah Nomor 22 tahun 2000,
disebutkan bahwa Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian uwrusan rumah tangga daerah di bidang pengelolaan
Lingkungan Hidup dan tugas pemantauan yang diberikan kepada Pemerintah

Daerah. Dan menurut Pasal 3 Keputusan Bupati Acelh Tengah Nomor 17 Tahun
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2001 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Aceh Tengah, Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan
kewenangan daerah di btidang pengelolan lingkungan hidup termasuk
pertambangan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah atau
Pemerintah Propinsi Acels .

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas menyelenggarakan fungsi

a) perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan
lingkungan hidup termasuk pertambangan,

b) pengkoordinasian kegiatan, fungsional dalam pelaksanaan tugas
pengelolaan lingkungan hidup termasuk kerjasama dengan pihak lain
dibidang pengeloiaan lingkungan,

c) pengkoordinasian pengembangan, penerapan, pemantuan, pengawasan dan
evaluasi terhadap kajian penerapan lingkungan serta pengendalian teknis,
rencana pengelolaan lingkungan (RPL), rencana pemantaun lingkungan
serta pengendalian analisis mengenal dampak lingkungan,

d) peningkatan kapasitas kelembagaan, perencanaan, pengembangan,
persiapan kerja dan peran serta seluruh mitra lingkungan dalam
pengendalian dampak lingkungan, |

e) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap sumber dan kegiatan
yang menimbulkan dampak pencemaran dan atau kerusakan lingkungan,

f) pengkoordinasian pelaksanaan, pemeriksaan dan evaluasi teknis bidang
penataan sistern informasi lingkungan, penataan dan penegakan hukum

serta penyelesaian sengketa lingkungan, g) pemberian bunbingan dan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43469.pdf

pembinaan serta mempersiapkan izin pengelolaan lingkungan termasuk
izin pertambangan,
g) pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan dan atau baban tambang
yang menjadi wewenang daerah serta konservasi dan reklamasi,
h) pelaksanaan tugas lain vang dibebankan olch bupati sesuai dengan bidang
tugasnya.
3. Visi dan Misi Organisasi

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki Visi : “ Menjadi satu dinas
pelopor dalam mewujudkan lingkungan hidup sebagai paradigma, etika dan
prilaku bagi kehidupan individu, keluarga dan masyarakat untuk menjamin
pembangunan Aceh Tengah yang berwawasan lingkungan”.

Untuk melaksanakan visi tersebut dan selaras degan program pembangunan
daerah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2017/2018, Dinas Pengelolaan Lingkungan
Hidup mempunyai misi: 1) Menerapkan berbagai kebijakan dalam pengelolaan
lingkungan hidup, 2) meningkatkan kehandalan dinas dalam pencegahan,
pengawasan dan pengendalian yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya
dan iingkungan hidup, 3) menumbuhkembangkan prakarsa dan gerakan peduli
lingkungan di kalangan masyarakat, 4} meningkatkan upaya rehabilitasi kerusakan
sumber daya alam dan lingkungan hidup, 5) meningkatkan pembinaan kegiatan

usaha agar memiliki keunggulan kompetitif melalui pengelolaan lingkungan hidup

secara tahapan.
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Dari mist tersebut, diitmplementasikan kedalam bentuk tujuan dan sasaran,
kebijakan dan program vaitu sebagai berikut:
1. Tujuan
a.memngkatkan kualitas sumber daya manusia / aparatur dan masyarakat
dalam pengelolaan lingkungan hidup
b. merealisasikan dampak kerusakan sumber daya alam dan lingkungan
hidup
c.meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat tentang masalah
lingkungan hidup
d. meningkatkan rehabilitasi dampak kerusakan lingkungan
e.menjadikan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan,
2, Sasaran
a. Terciptanya kesadaran masyarakst untuk berperan serta dalam pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan hidup
b. Terlaksananya sosiahsasi peraturan perundang-undangan pengelolaan
suimber daya alam dan lingkungan hidup
c.Meningkatkan kerjasama melalui kemitraan stakeholders
d. Berkurangnya tingkat kerusakan lingkungan
e. Tercapainya penerapan pengelolaan lingkungan hidup pada setiap kegiatan
usaha.
3. Kebijakan
a.meningkatkan kepedulian aparat dan masyarakat dalam pengelolaan

lingkungan sumber daya alam dan bidup
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b. memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan

c.meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap potensi sumber
daya alam dan lingkungan bidup

d. memberikan kontrnibusi kepada inasyarakat tentang pengelolaan
lingkungan hidup

e.meningkatkan pengawasan dan pengendalian kerusakan lngkungan

f memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan.

4. Program

a. mengembangkan sumber daya manusia melalui pembinaan aparatur dan
masyarakat

b. pengembangan dan peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dalam
pengendalian sumber daye alam dan lingkungan hidup

c.penyebaran informasi masalah pengelolaan lingkungan

d pengembangan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam
secara optimal dan ramah lingkungan.

5. Kegiatan

a.Mensosialisasikan produk bwkum (UU/Perda/ Sk Bupati) yang
berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup

b. Mengikutsertakana pada Diklat AMDAL pertambangan, dan

penjenjangan karier aparatur
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¢.Mengadakan penyuluhan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup bagi aparat dan masyarakat

d. Mensosialisasikan penerapan AMDAL UKL-UPL bagi kegiatan usaha

€.Menyusun Buku Neraca Kualitas lingkungan hidup daerah (NKDL)

f. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan rehabilitasi hutan, tanah, air
dan ndara

g. Melaksanakan pengawasan dan monitoing pencemaran limhah industri

h. Melaksanakan monitoring pada usaha yang menggunakan Air Bawah
tanah (ABT)

i. Melaksanakan intensifikasi penertiban pemanfaatan air bawah tanah
(ABT)

j. Melaksanakan intensifikasi penertiban pemanfaatan air bawah tanah
(ABT), pertambangan dan listrik / energi non PLN

k. Mengadakan sarana peralatan laboratorium

1. Memberikan pelatiban tentang pengelolaan lingkungan

m. Melaksanakan pelatihan reklamasi terhadap lahan bekas galian ¢

n. Monitoring dan evaluast hasil pengawasan dan pengendalian

0. Mengadakan sarana mobilitas, bahan kimia dan pengoperasian peralatan
laboratorium, pos pengaduan masyarakat

p. Mensosialisasikan teknologi ramah lingkungan kepada masyarakat

q. Mengadakan inventarisasi dan peralatan potensi air bawah tanah (ABT)
dan bahan tambang di kecamatan Cibatu, Campaka, Pasawahan,

Bungursari, Babakancikao, Jatiluhur dan Plered
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t. Melaksanakan penerapan tekmologi tepat guna kepada masyarakat.

4. Unsur Organisasi

Unsur Organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh

Tengah, sesuai dengan pasal 5 Keputusan Bupati Acett Tengah Nomor 17 Tahun

2015 terdir dari :

a.

b.

Pimpinan adalah Kepala Dinas

Pembantu Pimpinan adalah bagian tata Usaha

Pelaksana adalah Sub Dinas, Cabang Dinas, UPTD dan kelompok jabatan

Fungsional

Adapun susunan organisasinya sesuai pasal 6 terdiri atas:

Kepala Dinas

Begian Tata Usaha, membawahkan:

1) Sub bagian perencanaan

2) Sub bagian Umum dan kenangan

3) Sub Bagian Kepegawaian

Sub Dinas pencegahan Dampak Lingkungan, memhawahkan:

1) Seksi Analisa Dampak Mengenai Lingkungan (AMDAL), penerapan
Rencana pengelolaan Lingkungaﬁ (RKL) dan Rencana pemantauan
Lingkungan {RPLY;

2) Seksi Analisa dan Evaluasi Dampak

3) Seksi Bina Usaha dan pengembangan Kapasitas

Sub Dinas Pengawasan dan pengendalian membawahkan:

1) Seksipengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan
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2) Seksi pengawasan dan pengendalian perencanaan linpkungan
3) Seksi perijinan

c. Sub Dinas Penataan dan Pemulihan Lingkungan membawahkan
1) Seksi Pengembangan Informasi dan Penyuluhan Lingkungan
2) Seksi Pemulihan Lingkungan

d. Cabang Dinas

e. Unit pelaksana teknis Dinas

f Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya dalam pasal 7, discbutkan bahwa Kepala Dinas mempunyai
tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam
melaksanakan kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup termasuk
pertambangan. Sedangkan Bagian Tata Usaha mempunyal tugas pokok
melaksanakan adminiﬁh‘asi dinas {pasal 8). Untuk melaksanakan tugas pokok
tersebut, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian percncanaan dan perumusan  kebijakan  teknis
pengelolaan lingkungan

b. pengkoordinasian penvusunan perturan perundang-undangan  yang
berkaitan dengan tugas Dinas pengelolaan Lingkungan bidup

¢ pembinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan, organisasi dan
tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumali tangga
dinas

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas scsuai dengan

bidang tugasnya.
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Bagian Tata Usaha, membawahkan :
1) sub bagian perencanaan
2) sub bagian umum dan keuangan
3) sub bagian kepegawaian
Setiap sub bagian dipimp'm oleh seorang kepala sub bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bagian Tata Usaha
ad 1) sub bagian perencanaan, mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengumpulan dan pengolahan data, pembinaan kelembagaan dan
ketatalaksanaan, serta penyusunan rencana dan program kerja dinas.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sub bagain perencanaan
mempunyai fungsi:
a) pelaksanaan peogumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik
b) perencanaan program kerja serta laporan dinas
c) pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijaksanaan
pembangunan lingkungan hidup
d) penyiapan bahan penyusunan pedoman organisasi dan tatalaksana
dinas
e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bagian tata usaha
sesuai bidang tugasnya
2) sub bagian umumn dan keuvangan, mempunyai tugas poko melaksanakan
pengelolaan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga,

perlengkapan dan pemcliharaan inventaris kantor serta administrasi
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keuangan. Unluk melaksanakan tugas pokok tersebut, sub bagian umum

dan keuangan mewmpunyal fangsi:

a) pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, pengadaan,
rumah tangpa, administrasi perjalanan dinas dan inventaris kantor

b) pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dinas

¢) pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan

d) pelaksanaan fugas lain yang diberikan kepala bagian tata usaha sesuai
bidang tugasnya

3) sub bagian kepegawaian mempunyai tugas pokek melaksanakan

pengelolaan administrasi urusan kepegawaian pada dinas. Untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut, sub bagaian kepepawaian mempunyai

fungsi:

a) penyiapan bahan penyusunan rencapa mutasi, pembinaan dan
pengembangan pegawai

b) pengkoordinasian dalam penyiapan tolok ukur program kerja dan
evaluasi kinerja pegawal sesnai dengan bidang tugasnya

c) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bagian tata usaha sesuai
bidang tugasnya.

Sub Dinas pencegahan Dampak Lingkungan, pada pasal 12 mempunyai
tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian tugas dinas
pengelolaan lingkungan hidup di bidang penceghan dampak lingkungan. Untuk
melaksanakau tugas pokok tersebut, Sub Dinas Pencegahan dampak lingkungan

mempunyai fungst:
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a. pengkoordinasian dan pelaksanaan perumusan kebijakan dan petunjuk
tekms di bidang analisis mengenai dampak lingkungan dan kapian
kelayakan lingkungan;

b. pelaksanaan dam penyusunan petunjuk teknis terhadap rencana
pengelolaan Jingkungan dan rencana pemantauan lingkungan;

c. peiaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengembangan kapasitas
kelembagaan dan mitra lingkunpan dalam rangka bimbingan teknis
terhadap kegiatan usaha; |

d. pelaksanaan penyusunan program tekms pengusahaan pertambangan yang
berwawasan lingkungan

e. pengkoordinasian penyiapan baku mutu lingkungan, pelaksanaan analisis
serta evaluzsi tethadap kegiatan pengelolaan lingkungan

f. pelaksanaan tuges lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang
fugasnya

Sub Dinas pencegahan Dampak Lingkungan membawahkan:

1) seksi AMDAL dan Penerapan RKL dan RPL

2) seksi Analisa dan Evaluasi dampak

3) seksi bina usaha dan pengembangan kapasitas

Seorang seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan
fugasnya bertanggungjawab kepada kepala sub dinas.

Ad 1) seksi AMDAL dan penerapan RKEL dan UPL mempunyai tugas pokok

menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan pengkajian bhasil

analisis mengenai dampak lingkungan hidup, serta kajian kelayakan
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lingkungan lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi

AMDAL dan penerapan RKL dan R mempunyai fungsi:

a) penviapan koordinasi pengembangan, penerapan, pemantauan dan
evaluasi terhadap penerapan Analisa Mengenai Dampak
Lingkungan dan dokumen kajian Jinkungan lainnya

b) pengkoordinasian penyiapan bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan kelayakan lingkungan atas suatu rencana
usaha dan atau kegiatan

¢} penylapan baban penyusunan petunjuk teknis pengkajlan AMDAL
dan kelayakan lingkungan

d) pelaksanaan tupas lain yang diberikan kepala sub dinas sesuai
bidang tugasnya

2) seksi analisa dan evaluasi dampak lingkungan, mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis analisa dan evaluasi
pencegahan dampak lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok
tersebut, seksi analisa dan evaluasi dampak lingkungan mempunyat fungst
a) penyiapan koordinasi pengembangan dalain rangka penetapan Baku

Mutu Lingkungan

b) pelaksanaan pengembangan pemantauan dan pengujian terhadap Baku
mutu yang berlaku

c) pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data hasil penelitian lapangan

d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala sub dinas sesuai dengan

bidang tugasnya.
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3) seksi usaha dan pengembangan kapasitas, mempunyai tugas pokok
menylapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dalam pengembangan
usaha yang berwawasan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok
tersebnt, seksi usaha dan pengembangan kapasitas mempunyai fungsi:

a) penyiapan program eksplorasi, pemetaan potensi dan pembinaan teknis
pengusahaan sumber daya alam termasuk bzhan tambang yang
menjadi wewenang daerah

b) pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan dan mitra
lingkungan dalam rangka program pencegahan dampak lingkungan

c) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala sub dinas sesuai dengan
bidang tugasnya.

Sub Dinas pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas pokok
mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian itugas dinas penpelolaan
lingkungan hidup di bidang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Dinas pengawasan dan
pengendalian inempunyai fungsi:

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian
kerusakan lingkungan, penceniaran air dan udara, dan pengelolaan limbah

L. pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi
terthadap pencemaran lingkungan sebagai akibat kebiatan tertentu berupa
pencemaran air, udara serta pengelolaan limbah, serta pengendalian dan

pengawasan kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan kerusakan Izhan
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dan hutan, kerusakan keanekarapaman hayati dan perlindungan
keselamatan hayati;

c. pemberian pertimbangan dalam rangka pemberian ijin kelayakan
lingkungan dan pertambangan daerah serta melakukan pengendalian dan
pengawasan keselamatan kerja dalam kegiatan pertambangan;

d. pelaksapaan dan penyusunan petunjuk teknis perjinan kelayakan
lingkungan, pertambangan, pengolahan dan atau pembuangan limbah;

e. pelaksanaan tugas lain yng diberikan oleh kepala Dinas sesuai bidang
tugasnya.

Sub Dinas Pengawasan dan pengendalian membawahkan:
1) seksi pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan
2) seksi pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan
3) seksi perizinan
Setiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala sub dimas.

Ad 1) seksi pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan
mempunyai tugas pokok menyiapkan pelaksanaan dalam pengendalian
kerusakan Jahan dan hutan, kerusakan keanekaragaman dan
perindungan keselamatan hayati serta kerusakan sumber air. Untuk
melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi pengawasan dan
pengendalian kerusakan lingkungan mempunyai fungsi:

a) penylapan perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan

pengendalian kenisakan lingkungan
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b) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan denpan
kerusakan lahan dan hutan, kerusakan keanekaragaman dan
perlindungan keselamatan hayati serta kerusakan sumber air

c) pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan
hidup

d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala sub dinas sesuai
bidang tugasnya

Ad 2) sekst pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan
mempunyai tugas pokok menyiapkan pelaksanaan dalam pengendalian
pencemaran lingkungan. Untuk melaksanakan tupas pokok tersebut
Seksi pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan
mempunyai fungsi:

a) penyiapan perumusan kebijakan tekmis dibidang pengawasan dan
pengendalian pencemaran lingkungan

b) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi terhadap pencemaran lingkungan hidup sebapai akibat
kegiatan tertentu berupa pencémaran air, udara serta pengelolaan
limbah, bahan berbahaya dan beracun (B3)

¢) pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan
hidup serta pengelolaan lunbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala sub dinas sesuai bidang

tugasnya
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Ad 3) seksi perizinan mempunyal tugas pokok menyelengparakan
pengelolaan, penyiapar bahan pertimbangan, inventansasi,
pengawasan dan pengendalian perizinan kelayakan lingkungan dan
pertambangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi
perizinanan mempunyal fungsi:

a) penyiapan perumusan bahan pertimbangan izin kelayakan
lingkungan dan pertambangan
b) pelaksanaan pengolahan dan inventarisasi perizinan kelayakan
lingkungan, pengolahan limbah, pembuangan limbah dan
pertambangan
C) penyiapan penetapan besaran iuran sesuai dengan aturan yang
berlaku
d) pelaksanaan tugas lamm yang diberikan kepala sub dinas sesuai
bidang tugasnya
Sub Dinas penataan dan pemulihan Lingkungan, mempunyai tugas
pokok menkoordinasikan penyelenggaraan sebagai tugas dinas pengelolaan
lingkungan hidup di bidang penataan dan pemulihan kualitas lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Dinas penataan dan pemulihan

Lingkuogan mempuayai fungsi:

a., pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dan petunjuk tekois di

bidang penataan dan pemulihan lingkungan sebagai akibat dari kerusakan

dan pencemaran lingkungan.
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b. Pelaksanaan peningkatan  peran mitra lingkungan diam rangka
penungkatan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
¢. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi lingkungan dan penyuluhan

d. Pengkoordinasian pelaksanaan penataan dan penegakan hukum serta

penyelesaian sengketa lingkungan;

¢. Pelaksanaan bimbingan dalam kegiatan reklamasi, revegetasi terhadap

lahan yang dieksploitasi

f. Pelaksanzan tugas lain yang dibenkan oleh Kepala Dinas sesnai bidang

tugasnya.
Sub Dinas penataan dan pemulihan lingkungan membawahkan:
1) seksi pengembangan informasi dan penyuluhan lingkungan
2) seksi pemulihan lingkungan
Setiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggungjawab kepada kepala sub dinas.

Ad 1) seksi pengembangan informas: dan penyuluhan lingkungan mempunyai
tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan informasi dan
penyuluhan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok
tersebut Seksi pengembangan informasi dan penyuluhan lingkungan
mempunyai fungsi;

a) penyiapan koordinasi pengembangan sistem informasi lingkungan
b) penyiapan laporan tentang situasi dan kondisi kualitas lingkungan
secara makro melalui kepala sub dinas penataan dan pemulihan

lingkungan
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c) pelaksanaan pengembangan penyuluhan dalam rangka peningkatan
kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkugan
d) pengkoordinasian pelaksanaanl penataan hukum lingkungan serta
bantuan teknis dalam penyelesaian sengketa lingkungan
e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala sub dinas sesuai bidang
tugasnya
Ad2) seksi pemulihan lingkungan mempunyai tugas  pokok
menyiapkan bhan perumusan kebijakan teknis pemulihan lingkungan
sebagai akibat dani pencemaran dan kerusakan lingkungan, Untuk
melaksanakan tugas pokok fersebut Seksi pemulihan lingkungan
mempunyai fungsi:
a) penyiapan koordinasi pengembangan dalam rangka pemulihan
kualitas lingkungan
b) pelaksanaan penryusunan bahan petunjuk teknis pemulihan kualitas
tahan sebagai akibat timbulnya pencemaran dan Kkerusakan
lingkungan
c) pelaksangan bimbingan teknis dalam rangka pemuliban kualitas
linpkungan sebagai akibat = timbuloya pencemaran dan
kerusakanlingkungan
d) penyiapan rumusan kebijakan teknis dalam rangka reklamasi, dan
revegetasi lahan bekas tambang
e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala sub dinas sesuai

bidang tugasnya
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Dalam pasal 23 diatur pula pembentu]-:an, organisasi dan tata kerja
Cabang Dinas, pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan oleh Bupati setelah
memenuhi kriteria umum dan teknis sesuai peraturan perundang-undangan
yang bertaku dalam bentuk peraturan daerah.

Dalam pasal 24 diatur pula pembentukan, organisasi tata kerja unit
pelaksana teknis dinas, pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan oleh Bupati
setelah memenuhi kriteia umum dan teknis sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam bentuk peraturan daerah.

Dalam pasal 25, Kelompok Jabatan Fungsional -

1)  kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian kegiatan Dinas pegelolaan Lingkungan Hidup secara
profesional sesuai depgan kebutuban.

2) Kelompok jabatan fungsional dalem melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

3} Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dalam bidang
keahliannya. |

4)  Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenapa
fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada
dalam lingkungan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

5)  Setiap kelompok jabatan funpsional ditentukan sifat jenis kebutuhan dan

beban kerja
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6) Jems dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Apabila ditinjau dan struktur organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan
Hidup Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tengah
Nomor 17 Tahun 2015, dan pada saat peneliian Dinas Pengelolaan
Lingkungan Hidup terdapat 16 jabatan struktural, yang teridir dari sata jabatan
cselon ITb, empat eselon Illa dan 11 eselon IV a, sementara itu jabatan
fungsional belum tertata dengan baik, dan Cabang Dinas serta UPTD belum
ada.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, telah ada pelimpahan
sebagian wewenang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan
hidup termasuk bidang pertambangan dalam hal penandatanganan surat izin /
rekomendasi dari Bupath kepada Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan
Hidup, yaitu dengan Keputusan Bupati Aceh Tengah. Hal tersebut lebih
inemudahkan dan  mempercepat  pemberian  pelayanan  kepada
masyarakat/pengusaha.

Selain itu, untuk mempercepat proses penerbitan surat izin/ rekomendasi
di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan telah
dibentuk Tim Koordinasi Proses Penerbitan Surat Izin / Rekomendasi di
bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan di Kabupaten
Aceh Tengah.
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5. Keadaan pegawai

Pegawai Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah
sebagian besar berasal dan Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat daerah, dan
sebagian lagi berasal dan berbagai instansi yang ada di Kabupaten Aceh
Tengah. Adapun komposisi pegawai Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Aceh Tengah menurut tingkat pendidikannya dapat dilthat pada
Tabel 2.1 benkut ini:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai 1Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kabupaten Aceh Tengah Menurut Tingkat pendidikan, 2017

Pe;ldidikau Jumlah (orang) %
Sekolah Dasar 1 345
Sekolah Lanjutan Pertama 1 345
Sekolah Lanjutan Atas 10 34,48
Akademi / D-3 4 13,33
Sarjana / §-1 : 12 41,38
Pasca Sarjana /S-2 dan S-3 2 6,90
[ Jumiah 30 100,00

Sumber : Kantor Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah,
2017 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, nampak bahwa lulusan akademi ke atas,
ada sekitar 18 orang atau 60 %. Hal tersebut menunjukan bahwa para pegawal
di Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup cukup potensial apabila dilihat dari
latar bclakang pendidikan. Walaupun Dinas Pengelofaan Lingkungan Hidup

merupakan dinas baru, namun para pegawal wmumnya sudah berpengalaman
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dan telah bekerja dengan masa kcrja yang bervanasi, dan diantaranya ada
yang masa kerjanya sudah 20 tahunan.

Sementara itu jika dilibat dan komposisi jenjang kepangkatan nampak
pada Tabel 2.2:

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kabupaten Aceh Tengah Menurut Golongan, 2017

Golongan " Jumnlah (orang) %
1la o 1 3,71
m 1 ' 3,71
lic N 4 1481
Id 1 3,71
[IIa 6 2222
Illc 9 33,33
111d 1 3,70
Va 4 14,81
Tenaga Sukwan 2 7.42
- Jumlah 30 1 100,00

Sumber : Kantor Dinas Eénge]olaan i;iﬁgkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah,
2017 {diolah)

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas, diketahui bahwa pegawal yang
mendukung kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh
Tengah, yang mempunyai golongan il ke atas, ada sckitar 20 orang atan
68,97 %. Hasil pcngamatan penulis bahwa dar 20 orang pegawai terbanyak
adalah mereka yang memulai karier atau diangkat sebagai pegawai mulai
dengan tingkat pendidikan akaderni dan sarjana, dan umumnya masa kerjanya

kurang dari 20 tahun. Dari 30 jumlah pegawai tersebut, ada 2 orang pegawai
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dengan status sukwan yang dipekerjakan sebagai tenaga kebersihan dan
keamanan.

Apabila kita lihat Komposisi pegawal dari latar belakang pendidikan
yang mereka tempuh, tidak seorangpun yang mempunyai latar belakang
pendidikan dan sarjana pertambangan, geologi maupun elektro, yang sesuai

dengan tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup.

6. Keadaan Kcuangan / Finansial

Keuangan/ finansial merupakan salah satu sumber yang berpengaruh
terhadap pelaksanaan suatu tugas dan fungsi organisasi, dan merupakan tulang
punggung bagi terselenggaranya aktivitas suat organisasi. Tersedianya
anggaran selain fakior sumber daya manusia dan sarana memegang peranan
penting dalam kegiatan organisasi.

Untuk melaksanakan aktivitasnys, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Aceli Tengah tergantung pada tersedianya dana melalui APBD
Kabupaten Aceh Tengah. Dan menurut mfonnasi anggaran untuk Dinas
Pengelolaan Lingkunpan Hidup Kabupaten Aceh Tengah ada dua jenis
anggaran yaitu anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

a. Anggaran rutin unfuk tahun anggaran 2017 begumlah Rp.
569.933.110,00,- yang diperuntukan :

1) Belanja Pegawai :438.533.110,00 76,95 %
2) Belanja Barang : 80.000.000,00 14,04 %
3) Biaya Pemeliharaan : 17.000.000,00 2,98 %
4) Biaya perjalanan Dinas 1 28.700.000,00 5,04 %
5) Belanja Lain-lain 1 5.000.000,00 0,88 %
Jumlah 569.933.110,00 100,00 %
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Dan data di atas, nampak bahwa biaya perjalanan dinas yang
digunakan uniuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan
Lingkungan Hidup Kabupatcn Aceh Tengah hanya 504 %, sedangkan
dana belanja lain-lain yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai
sebanyak 0,88 % dan jumlah anggaran yang dialokasikan.

b. Untuk tahun anggaran 2017, dialokasikan anggatan rutin sebesar Rp.

683.737.608,00, yang diperuntukan :

1) Belanja Pegawati : 491.122.608,00 71,83 %
2) Belanja Barang : 84.715.000,00 12,39 %
3) Biaya Pemeliharaan . 41.000.000,00 5,99 %
4) Biaya pegalanan Dinas ~ : 32.900.000,00 481 %
5) Belanja Lain-lain > 34.000.060,60 4,97 %

Jumiah : 683.737.608,00 100 %

Dari data di atas mepunjukan bahwa untuk tahun anggaran 2017
terdapat kenaikan auggaran sebesar Rp. 113.804 498 dibandiupkan dengan
tahun 2001, telapi untuk prosentasc masing-masing penggunaan
mengalami penwrunan. Untuk tahun 2017 ada kebijakan dari Bupati Aceh
Tenpah  untuk  mengafokasikan biayé operasional  sebesar  Rp.
20.000.000,00 yang dimasukan pada pos belanja lain-lain,

c. Anggaran pembangunan tabun 2017 Rp. 280.000.000 yang digunakan
untuk empat jenis proyek yaitu:
- proyek pembinaan dan penertiban terhadap pengusaha galian golongan
_C;

- proyek pengendahan damnpak lingkungan;
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- proyek pengadaan alat-alat laboratorium,;
- proyek neraca kualitas lingkungau hidup daerah.

d. Untuk tabun angparan 2017, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
dialokasikan anggaran pembangunau sebesar Rp. 715.000.000,00 untuk 8
(Delapan) proyek, yaitu:

- proyek intensifikasi penertiban penjinan air bawah tanah (ABT) dan
bahan tambang;
- proyek pengendalian dampak lingkungan;
- proyek inventarisasi dan peractaan potensi bahan tambang dan air bawah
tanah (AB'1);
- proyek penataan dan pemulihan penambangan galian golongan c;
- proyek penyusunan neraca kualitas lingkungan hidup daerah (NKLD)
2002;
- proyek peningkatan sarana laboratoriun untuk analisa limbah cair;
- proyek pengembangan informasi dan peningkatan peran masyarakat
dalam pengelolaan lingkungan.
- Proyek peningkatan sarana laboratorium untuk analisis limbab cair
- Proyek rehabilitasi Kantor Dinas Pengeiolaan Lingkungan Hidup
Untuk tahun anggaran 2017, ada kebijakan dari Bupati Aceh Tengah
bahwa anggaran rutin maupun peinbangunan ditambah termasuk adanya biaya
operasional. Hal tersebut untuk meningkatkan kinerja Dinas pengelolaan

Lingkungan Hidup dalam melaksanakan fijuan dan misi organisasi.
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7. Keadaan sarana kerja

Sarana kerja merupakan salah satu sumber yang mendukung pelaksapaan
tugas dan fungsinya dalam pencapaian tujuan dan misi organisasi. Para
pegawal tidak dapat melakukar pekerjaan yang ditugaskan kepadanya apabila
tanpa disertal peralatan kerja, schingpa apabila tidak ada sarana kerja yang
memadai maka akan menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugasnya.

Begitupula dengan kehadiran komputer sebagai salah satu tekmologi
yang dapat memperlancar pekerjaan, apabila di suatu organisasi telah
dilengkapi dengan sarana komputer disertai adanya pegawal yang menguasai
pengoperasiannya akan memperiancar pekerjaan. Disamping itu adanya
kendaraan untuk operasional ke lapangan juga turut menentukan terhadap
kinerja organisasi, schingga pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat
dilaksanakan.

Gedung yang digunakan untuk Dinas pengclolﬁan Lingkungan Hidup
merupakan gedung lama bekas Dinas Perhutanan Konservasi Tanah (PKT)
denpan kondisi yang masih bagus dan layak pakai depgan luas 120 m2.
Sedangkan meubuler yang terdiri dari meja biro, meja % biro, kursi, filing
kabinet, kursi rapat, meja rapat, lemari kayu, lemari besi, rak besi,dispenser,
TV, kursi tamu, kipas angin dan lain-lainnya sebagian berasal dari Bagian
Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah dan sebagian lagi merupakan barang
baru.

Untuk lebih jelasnya sarana yang ada di Dinas Pengelolaan Lingkungan

Hidup Kabupaten Aceh Tengah nampak pada tabel 2.3 benkut ini:
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Tabel 2.3
Sarana Kerja Dinas Pengeloiaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Aceh Tengah, 2017

No Jenis Barang Jumiah Keterangan T
] Komputer 4 unit . | 2 unit kurang baik
2 unit baik
2. Mesin Tik 3 unit 1 baik
2 kurang baik
3. Meubuler 78 unit 72 baik
6 kurang baik
4 Kendaraan roda 2 3 unit Baik
5. |  Kendaraan roda 4 2 unit Baik

Sumber: Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Acch Tengah, 2017 (diolah)
Dari Tabel 2.3, nampak bahwa sarana untuk menunjang kegiatan Dinas

Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagian kondisinya baik karena pengadaan baru
setelah terbennuknya Dinas, sedangkan sebagian lagi kondisinya kurang baik
karena sarana tersebut di bawa dari Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah.

Sarana komputer yang ada barv ada 4 unit dengan kondisi 2 unit baik dan 2
unit kurang baik, apabila dibandingkan denpan volume pekerjaan di setiap
ruangan memerlukan sarana komputer, dengan demikian hasil pengamatan masih
kekurangan 2 unit komputer lagi. Sehingga dalam operasionalnya untuk
melaksanakan pengetikan yang menggunakan komputer terpaksa dilaksanakan
secara bergilir (gantian), atau menggunakan mesin tik manual.

Kendaraan dinas yang mendukung operasionalisasi tugas ke lapangan, roda
empat hanya ada 2 unit yang digunakan satu oleh .Kepala Dinas, dan yang satu
oleh Kasubdin Pengawasan dan Pengendalian. Sementara itu roda dua ada 3 unit
vang digunakan satu oleh kasi perijinan, satu oleh kasubag kepegawaian dan sata

lagi oleb kasi bina usaha.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



434gGpdf

Mengenai ‘kendaraan ini sering menjadi kendala apabila para pegawai
mengadakan pemantauan dan monitoring atau kunjungan ke lapangan seperti
untuk melayani masyarakat yang memtinta tzin penambangan dan air bawah tanah,
sebelum diberikan ijin periu diadakan peninjauan ke lapangan, sedangkan
lokasinya sanpat jauh dari kantor, maka unfuk mengatasinya menggunakan
kendaraan umum dengan beberapa kati ganti kendaraan.

B. Hasil Penelitian

Sesuai dengan permasalaban di dalam penelitian, maka isi Bab IV akan
dikelompokan dalam Tiga sub-bab. Ketiga sub-bab ini diharapkan dapat
menjawab permasalahan tersebut. Sub-bab perfama berisi kinerja organisasi Dinas
Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, yang dalam konteks
penelitian ini dilihat dari indikator akuntabilitas, responsibilitas, dan responsivitas.
Kemudian dilanjutkan dengan sub-bab kedua berisi pembahasan beberapa
variabel yang mempengarubi kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan
Hidup. Adapun variabel-variabel pengaruh yang wenjadi fokus penelitian ini
adalah variabel struktur organisasi, variabel sumber daya manusia, dan variabel
finansial. Sub-bab ketiga, berisi keterkaitan antara variabel struktur organisasi,
sumber daye manusia dan finansial deﬁgan kinerja organisasi Dinas Pengelolaan

Lingkunpgan Hidup Kabupaten Aceh Tengah.
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1. Kinerja Organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten
Aceh Tengah

Untuk mengetahu tentang kinerja organisasi Dinas Pengelolaan
Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk
pertambangan sesuai dengan misi dan tujuan organisasi, maka dalam pembahasan
ini akan mencoba menganalisis pencapaian kinerja Bagian Lingkungan Hidup
yang kemudian berubah menjadi Dinas Pengelolaan Lmgkungan Hidup
Kabupaten Aceh Tengah yang dilihat dari indicator :

a. Akuntabilitas

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas ini akan dilihat dari tingkat
konsistensi antara kebijakan dan kegiatan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
dengan aspirasi masyarakat, khususnya dalam pengelolaan lingkungan dan
pertambangan, tingkat kemampuan meningkatkan prakarsa dan kepedulian
aparatur dan masyarakat tethadap SDA dan Lingkungan, tingkat upaya
rehabilitasi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan.

Akuntabilitas organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten
Aceh Tengah, dapat dilihat pelaksanaan misi yang pertama yaitu inenerapkan
berbagai kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kewenangan dalam
pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan yang telab diberkan
kepada dinas, telah dilaksanakan dengan menerapkan berbagai kebijakan antara
lain: kebijakan eksternal berupa perundang-undangan temtang pengelolaan

lingkungan hidup baik berupa kebijakan pusat maupun daerah (Propinsi),
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sedangkan kebijakan internal yaitu berupa kebijakan yang sasarannya melalui
dinas ity sendiri antara lain: peraturan daerah dan Keputusan Bupati yang
berhubungan dengan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup termasuk
pertambangan.

Keberhastlan pencapaian sasaran dan tujuan tidak terlepas pada dinas it
sendiri di dalam menetapkao satu cara melalui penetapan kebijakan, propram dan
kegiatan. Atas dasar itu semua di dalam pencapaian sasaran dan tujuan Dinas
Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah telah menetapkan enam
kebijakan sebagai landasan di dalam menentukan arah tercapainya sasaran dan
tujuan secara tepat dan kemudian kebijakan tersebut dituangkan dalam rencana
strategis yang secara global dapat mencerminkan semua aktivitas / kegiatan
seperti yang diamanatkan dalam keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 17 Tehun
2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Pengelolaan Limglungar Hidup
Kabupaten Aceh Tengah, dan telah sesuai dengan cakupan bidang tugas yang
menjadi garapan pada masing-masing bagian dalam organisasi, sehingga dengan
penetapan kebijakan yang ada pada dinas dapat menetapkan sasaran.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Aceh Tengah merupakan penjabaran dari Qanun Nomor 3 tahun 2012
tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-
2017, diantaranya kebijakan untuk mewujudkan dan memulibkan lingkungan
hidup, agar tetap terjaganya keseimbangan kehidupan, kebijakan meningkatkan
pengawasan dan pengendalian penanganan lahan pasca tambang (reklamasi),

kebijakan mengendalikan perkembangan kegiatan pertambangan untuk menjaga
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kelestanan lingkungan dan kebijakan memberdayakan / memfungsikan lahan-
lahan bekas penambangan untuk menghindari kerusakan lahan banjir dan erosi
serta kebijakan mempertabankan luas dan batas-batas kawasan yang telah
ditentukan agar tidak diperbolehkan untuk dikonservasi atau dialihfungsikan pada
Jjenis kegiatan lain.

Dibentuknya Dmas Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana
Wawancara dengan Bupati. Aceh Tengah Menyatakan :

“dalam melaksanakan otonomi daerah, kami sedang melaksanakan penataan
kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah dacrah sebagaimana telah tertuang
di dalam Propeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 dengan tujuan untuk
menyempurnakan sistem kelembagaan aparatur pemerintah daerah, managemen
pemerintahan umwn dan pembangunan agar efisien dan efektif di lingkungan
pemenntah daeral yang meliputi kegiatan penataan kembali struktur organisasi,
mekamsme kerja, dan peraturan perundang-undangan yang memadai guna
menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan masyarakat.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya kesesuaian antara tugas dan fungsi,
struktur organisasi dan kualifikasi maupun jumlah pegawai, serta tertbangunnya
hubungan kerja antar organisasi pemerintah dan organisasi masyarakat Dan untuk
melaksanakan tugas pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan dalam
mewuyjudkan misi meningkatkan pemerataan pembangunan daerah yang
berwawasan lingkungan, maka salah satunya dibentuk Dinas Pengelolaan
Lingkungan Hidup”.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa maksud dirﬁbahuya Badan
Lingkungan Hidup Sekretaniat Daerah menjadi Dinas Pengelolaan Lingkungan
Hidup adalah untuk melaksanakan tugas pengelolaan lingkungan hidup termasuk
pertambangan.

Dalam menerapkan berbagai kebijakan baik yang tertuang dalam Perda
Kabupaten Aceh Tengah maupun dalam Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor
17 Tahun 2015 serta Surat Keputusan Bupati Aceh Tengali Nomor 820/Kep.168-

DPLH/2015, masih ada tugas yang harus ditangani oleh Dmas Pengelolaan
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Linpkungan Hidup tetapi belum tertuang secara formal dafam kebijakan tersebut.
Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Dinas bahwa:

“kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Aceh Teugal belum semuanya mencerminkan aspirasi masyarakat,
karena dalam kebijakannya belum mempunyai perangkat hukum sendir sebagai
payung dalam menjalankan kebijakan, dan saat ini kegiatan yang dilaksanakan
masih mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Aceh
seperii pengelolaan Danau Lut Tawar. Hal tersebut disebabkan dalam pembenan
nama Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup belum hisa menampung semua
kebijakan dan kegiatan orgamsasi yang ada dan terkesan seolah-olah hanya
menangani kegiatan lingkungan hidup saja, sementara kegiatan yang lain yang
harus ditangani seperti pertambangan dan energi belum terkaper, schingga masih
ada masyarakat yang mengurus Surat [zin pertambangan yang datang ke Propinsi,
karena masyarakat mengira di Kabupaten belum ada dinas yang menangani
pertambangan”.

Pemyataan yang dikemukakan Kepala Dinas tersebut menjelaskan bahwa
pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dinas belum sepenuhnya sesuai dengan
aspirasi masyarakat Hal tersebut disadari bahwa sebagai dinas yang bamu
dibentuk, maka dalam pelaksanaannya masih dalam tarep pembuatan perangkat
hukum sebagai payung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Hal tersebut juga diakui oleh Sekretaris DPRK:

“bahwa dinas-dinas yang baru dibentuk umumnya belun mempunyat
perangkat hukum sebagai aspek legal formal dalam iueujalankan tugas dan
fungsinya karena sehagaimana dinas yang baru maka karmni berprinsif sambil jalan
maka perangkat hukum kami benahi dengan harapan semva kegiatan dinas dapat
menampung aspirasi masyarakat. Begitupula dengan Dinas Pengelolaan
Lingkungan Hidup, belum semuna kebijakau dan kegiatan yang menyangkut
masyarakat yang harus dilayani seperti lingkungan hidup, pertambangan dan
euergl tertuang semuanya dalam perda sementara ini kegiatan dinas hanya
berlandaskan pada Perda pembentukan dan Keputusan Bupati tentang SOTK saja.
Tetapi mudah-mudahan dalam waktu dekat semua perangkat hukum dapat kami
tuntaskan termasuk perda tentang lingkungan hidup, pertambangan dan euergi.

Dari pemyataan tersebut terfihat bahwa perangkat hukum merupakan acuan

atau landasan yang sangat diperlukan oleh suatu organisasi dalam melaksanakan
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tugas pokok dan fungsinya. Tetapi berdasarkan hasil pengamatan dan data yang
ada di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengab ternyata
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baru berlandaskan pada Perda
Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah, Lembaga dan Badan di Kabupaten Aceh Tengah, Keputusan Bupati
Nomor 17 talun 2016 tentang Orpanisasi dan Tata kerja Dinas pengeloiaan
Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dan Surat Keputusan Bupati Aceh
Tengah Nomor 820/Kep.168-DPLH/2016 tentang Pelimpahan sebagian
wewenang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup
termasuk pertambangan dalam hal penandatanganan surat izin/rekomendasi
kepada Képala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah

Adapun wewenang yang dilimpahkan diantaranya penandatanganan surat
pjin‘rekomendasi tentang surat ijin usaha pertambangan (SIUP), surat ijin
pengeboran (SIP), Surat ijin pengambilen air (SIPA) bawah tanah, Surat ijin
pengelolaan lunbah (SIPL), Surat ijin usaha perusahaan pengeboran air bawah
tanah (SIUP ABT), Surat ijin juru bor (SUUB) dan surat ijin eksplorasi(SIE).

Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang ada yang menyangkut lingkungan
hidup, pertambangan dan energi beluim ada perangkat hukum yang dijadikan
acuan .dan masih dalam proses pembakasan di DPRK Kabupaten Aceh Tengah.
Untuk berjalannya kegiatan dinas masih menggunakan perangkat hukum dar
pemerintah pusat dan Propinsi Aceh .

Sementara itu dalam upaya meningkatkan prakarsa dan kepedulian aparatur

dan masyarakat terhadap SDA dan lingkungan, Dinas Pengelolain Lingkungan
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Hidup berusaha membuat program pengembangan SDM melalni pembinaan
aparatur dan masyarakat dengan kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya
mengadakan penyuluhan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup kepada aparatur
dan masyarakat dengan jumlah peserta 50 orang, mensosialisasikan penerapan
AMDAL,UKL,UPL bagi kegiatan usaha kepada 30 perusahaan yang ada di
Kabupaten Aceh Tengah, dan memberikan pelatihan tentang pengelolaan
lingkungan hidup kepada 50 orang warga masyarakat.

Berdasarkan pengamatan, kegiatan yang dilaksanakan dinas tersebut baru
sampai pada tahap pencapaian target peserta dan penyampaian materi, sedangkan
hastl (outcome) dan kegiatan tersebut belum terealisasi. Sebagaimana pernyataan
salah seorang peserta penyuluhan SDA dan lingkungan, menyatakan bahwa:

“ pada waktu penyuluhan kami diberi mateni tentang penegakan hulum
lingkungan, penerapan studi AMDAL, UKL dan UPL, dan pepataan pemukiman
yvang berwawasan lingkungan. Setelah itu belum kami terapkan, karena masih
bingung sebab menurut hemat kami yang periu diberi penyuluhan adalah mereka
yang melanggar peraturan, seperti perusahaan yang tidak membuat dokumen
AMDAL, UKL dan UPL, para penambang liar schingga jelas sasarannya”.

Pecmyataan tersebut, jelas bahwa penyuluhan yang dilaksanakan belum
scsuai dengan sasaran (targef group) seperli para penambang liar dan perusahaan
yang udak melengkapi dokumen AMDAL, padahal sebagaimana Peraturas
Pemerintah Nomor 27 tahan 2009 tentang AMDAL, bahwa AMDAL mcrupakan
salah satu syarat pemberian ijin usaha.

Sclain itu, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis

para pegawai Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup diikutsertakan pada Diklat

AMDAL, Pertambangan dan penjenjangan karier aparatur, yang dilaksanakan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43460pdf

baik di tingkat Kabupaten, Propinsi maupun tingkat Nasional secara bergantian

sejak tahun 2012 sampat sekarang, sebagaimana tercantum dalaim tabel 2.4 :

Tabel 2.4
Realisasi Pelaksanaan Diklat yang diidkuti Oleh Pegawai Dinas
Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah

No Jenis Diklat yang ditkuti Tempat Diktat | Jumlah PNS yang |
ditkutsertakan
_ (Qrang)
t. | Akuntabilitas Kinerja Instansi | Aceh Tengah 5
pemerintah
2. | Training of Trainer (TOT) AMDAL, Jakarta 2
UKL dan UPL
3 | Diklat Teknis Fungsional [  Aceh Tengah i
Kepegawaian
4 | Diklat Adum Eselon [V Aceh Tengah 4
5 | Pelathan  Pelaksanaan  Inspeksi Bandung 2
Tambang (PIT)
6 | Pelatihan dan Penyuluhan Aparatur di Bandung 5
bidang pestambangan dan energi
» Angkatan II
7 i Kursus dasar-dasar AMDAL Bandung 4
{AMDAL A)
8 | sungai (DAS) Bandung 1
Diklat teknis bendaharawan daerah
tahun anggaran 2001
9 | Diklat teknis substantif perindustrian Bandung 2
dan perdagangan bidang penyusunan
dan pengendalian ltngkungan

Sumber : Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten Aceh Tengah,
Tahun 2017

Berdasarkan tabel 2.4 di atas, diketahui bahwa para pegawai ditkutkan
pada berbagai jenis diklat diharapkan agar aparatur mempunyai kemampuan

untuk melaksanakan tugas pokok dan fugsinya.
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Kebijakan dan kegiatan tersebut agar aparatur dan masyarakat mempunyai
kepedulian untuk mengelola SDA dan lingkungan hidupnya. Hal tersebut
diperjelas dengan hasil wawancara dengan Kepala Sub Dinas:

“ kami menyadari bahwa saat ini tingkat kepedulian aparatur dan
masyarakat terhadap SDA dan lingkungan masih jauh dari barapan, karena setiap
kegiatan manusia selalu berhubungan dengan lingkungan hidup, tanpa disadari
setiap akfivitas manusia menimbulkan gangguan pada lingkungan, seperti dalam
rumah tangga setiap hari membuang sampah, kendaraan mengeluarkan polusi,
pabrnk membuang limbah, dan sebagainya. Hal tersebut telah mempengarvhi
ekosistem lingkungan hidup. Untuk itu maka periu adanya upaya baik dari
aparatur itu sendiri maupun warga masyarakat agar mempunyai kepedulian
terhadap SDA dan lingkungan,

Pernyataan tersebut, juga dikemukakan oleh seorang Kepala Seksi bahwa:

“untuk upaya pencegahau dan penanggulangan pencernaran akibat dampak
dari jenis usaha atau kegiatan terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan dan
pelestarian daya dukung fungsi lingkungan akibat usaha atau kegiatan, kami telah
merancang Keputusan Bupati tentang jenis usshe atsu kegiatan yang wajib
dilenglkapi Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan upaya
pemantauan lingkungan (UKL dan UPL) serta melaporkan surat pernyataan
pengelolaan dan pemantavan lingkungan (SP3L). Dimana setiap kegiatan /usaha
sebelum oprasionalisasinya perlu menyusun dokumen AMDAL UKL/UPL atau
SP3L tergantung jenis kegiatan/usahanya sehagai salal satu persyaratan ijin
usaha, dan bagi mereka yang tdak menyertakan dokumen tersebut akan
dikenakan sanksi administrasi berupa tidak dibenkannya ijin usaha dan ijin
lainnya sesuat dengan ketentuan yang berlaku”.

Dari pernyataan tersebut, diketahui bahwa Dinas pengelolaan Lingkungan
Hidup berusaha untuk meningkatkan kepedulian aparatur dan nasyarakat
terhadap SDA dan lingkungan. Selain hal tersebut di atas, upaya yang dilakukan
oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk meningkatkan prakarsa dan
kepedulian aparatur dan masyarakat terhadap SDA dan lingkungan ialah dengan
mengadakan pemantauvan dan pembinaan pada kegiatan usaha / industit yang

mencakup aspek pengelolaan lingkingan dan pengambilan air bawah tanah juga
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pertambangan. Adapun kegiatan lersebut dilaksanakan dengan inenggunakan
Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, sedangkan segala
pembiayaan untuk pembinaan dan pemantanan tersebut dibebankan kepada
anggaran rutin dan pembangunan Dinas Pengelolasn Lingkungan Hidup
Kabupaten Aceh Tengah. Dan pada akhir pelaksanaan tugas diwajibkan
membenikan laporan dalam bentuk berita acara pemantavan / pembinaan kepada
kepala dinas.

Walaupun berbagai upaya telah dilaksanakan agar aparatur dan masyarakat
mempunyai tingkat prakarsa dan kepedulian terhadap SDA dan lingkungan tetapi
berdasarkan pengamatan dan data yang ada, tingkat prakarsa dan kepedulian
aparatur dan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Hal mi dapat dilibat salah
satunya dari masih adanya perusahsan yang belum menyusun dokumen
AMDAL UKI/UPL maupun SP3L. Dari jumlah pémsahaan yang ada di
Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2001 sebanyak 101 perusabaan besar, sampai
saat ini baru tercatat 50 perusahaan yang telah mempunyai AMDAL, UKL dan
UPL maupun SP3L, sedangkan dari 51 perusahaan lainnya sampat saat ini baru 24
perusahaan menyampaikan dokumen UPL,UKL dan SP3L ke Dinas Pengelolaan
Lmmgkungan Hidup Kabupaleﬁ Aceh Tengah.

Sesuai dengan aturan bahwa perusahaan diwajibkan memberikan laporan
tentang pengelolaan dan pemantauvan lingkungan per enam bulan sekali, tetapi
kenyataannya yang melaporkan hanya ada 15 perusahaan yang menyampaikan

laporan secara rutin. Berdasarkan hal tersebut menunjukan bahwa tingkat
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kesadaran dan kepedulian para pengusaha terhadap pengelolaan lingkungan masth
periu ditingkatkan,

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pegawai perusahaan

menyatakan bahwa;

“ kami selaku fihak swasta selalu ingin mentaati peraturan yang ada jangan
sampai perusahaan kami ditutup gara-gara tidak mentaati peraturan, sebetulnya
kami telah menyampaikan laporan tentang pengelolaan dan pemantauan
lingkungan perusahaan ke Dinas perindustrian secara nitin setiap enam bulan
seckali. Dan kami belum tahu bahwa sekarang barus disampaikan ke Dinas
Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

Pemyataan tersebut, menjelaskan bahwa fihak swasta selalu ingin mentaati
peraturan, tetapi disisi lain keberadaan Dinas itu sendin sebagai dinas yang baru
belum dikefahui oleh pihak perusahaan. Untuk itu maka perlu upaya
mensosialisasikan kembali tentang tugas-tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan
Lingkungan Hidup, agar semua masyarakat mengetahui serta peduli akan
periunya pengelolaan lingkungan SDA dan lingkungan.

Berdasarkan hasil pepgamalan dan data yang ada, permasalahan lain yang
dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam mengelola SDA dan
lingkungan adalah pencemaran. Dan sesuai demgan buku pedoman yang
dikeluarkan oleh Meuteri Negara Lingkungan Hidup, sumber-sumber peueemaran
yang perlu diperhitungkan dalam evaluasi terhadap beban pencemaran adalal:
pencemaran udara, pencemaran air dau pencemaran limbah padat.

a. Tingkat pencemaran udara di Kahupaten Aceh Tengah berdasarkan uji

petik kualitas udara yang dilakukan PPLH-UNSYIAH Tabkun 2012

bekerjasarua dengan bagian lingkungan hidup dibeherapa lokasi di

Kabupaten Aceh Tengab yang dianggap menerima dampak pencemaran
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balk yang bersumber dari emis bergerak akibat padatnya lalu lintas
kedaraan bermotor (roda dua maupun roda empat), maupun sampel yang
berdekatan dengan lokasi pabrik alau udustri. Ada beberapa lokasi yang
menunjukan angka tertinggi atau mendekati ambang batas untuk Nox (92,5
ug/m kubik) yaitu:

- pertigaan masuk South Pasific (Industri) besar 74,41 ug/m kubik

- perapatan jala depan kantor Kecamatan Aceh Tengah sebesar 74,41 ug/m
kubik

- depan Kantor Pegadaian Pasar rebo sebesar 71,41 ug/m kubik

- termunal sadang sebesar 70,44 ug/m kubik

- lainnya di bawah 2.260 ug/m kubik

Sedangkan unsur CO2 (92,5 ug/m kubik) terletak dilokasi :

- Kampung Taroko sebesar 2.240 ug/m kubik

- Terminal Simpang sebesar 2.020 ug/ m kubik

- Depan Kaator Pegadaian Pasar rebo sei)esar 2.112 ug/ m kubik

- Perapatan jalan Depan Kantor Kecamatan Aceh Tengah sebesar 2.211 ug/m

kubik

- Lainnya di bawah 2.000 ug/m kubik

D. pencemaran air adalah masuk atau dimasukannya mahluk hidup, zat atau
energi dan komponen lain ke dalam air / badan air dan berubahnya tatanan
air oleh kegiatan maausia oleh proses alam sehingga kualitas air turun
ketingkat tertentu yang menyebabkan air tersebut menjadi kurang atau

‘tidak berfungsi fagi sesuai dengan peruntukannya. [nventarnsasi swmber-
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sumber pencemaran air di Kabupaten Aceh Tengah antara lain berasal dari
effluent industri pengolahan dan limbah domestik, sedangkan dani kegiatan
{ain belum diperhitungkan.

Dart data yang ada hasil analisis terhadap limbah cair dari 19 industri
textil, kertas, Cat, bumbu dan industri keramik yang dilakukan oleh Perum
Jasa Tirta 1 pada tahun 2000 yang dyadikan sampel, terdapat 6 industri
yang parameter BOD dan COD dari limbah caimya tinggi, yaitt PT
Hanseung Betel Textil, PT Taroko Indonesia, PT Artha Graha Mulya, PT
Hakim Bangun Prima, PT Gede Karang dan PT Nipseca Paint. Masih
tingginya parameter tersebut di atas kemungkinan IPAL yang ada tidak
dioperasikan, kapasitas IPAL sudah tidak mencukupi di atas IPAL yang
ada / dibuat tidak memenuhi standar oleh perusahaan tersebut dan masih
kurang disiplin dalam mengoperasionatkan IPAL yang mereka miliki.

Selain itu, pencemaran air yang disebabkan dari kegiatan domestik
memberikan kontribusi total beban pencemaran limhah cair di Kabupaten
Aceh Tengah, Hal tersebut disebabkan banyaknya rumah tangga yang
belum memiliki sarana pembuangan limbah cair yang disebabkan oleh
masih rendahnyé tingkat kesadaran, pengetahuan masyarakat dan
pentingnya upaya pengolahan limbah domestik terhadap beban
pencemaran lingkungan dan kelestarian lingkungan hidup.

¢. pencewaran limbah padat, adalah akibat buangan berupa padatan lumpur,
atau bubur yang berasal dan sisa proses pengolahan baik dari industri

maupun kegiatan domestik.
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Dari data tersebut, menunjukan bahwa tingkat kepedulian masyarakat
lerhadap SDA dan lingkungan masih periu ditingkatkan. Dengan demikian upaya
yang dilakukan sesuai dengan kebijakan Pemda Aceh Tengah dalam bidang
peningkatan fungsi lingkungan hidup, yang diarahkan guna mewujudkan dan
memulithkan lingkungan hidup agar fetap temjaga keseimbangannya melalui
pembinaan dan pengelolaan lingkunpan hidup, penataan hukum kelembagaan
pengelolaan SDA dan lngkungan hidup, pengendelian pencemaran serta
pemulihan kualitas lingkungan hidup belum tercapai.

Sedangkan upaya yang dilaksanakan Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Aceh Tengah untuk merehabilitasi kerusakan simber daya alam dan
hngkungan, hal tersebut sesuai dengan Peloksanaan misi yang kedua,
meningkatnya kehandalan dinas dalam penegakan pengawasan dan pengendalian
yang berkaitan dengan pengelolaan SDA dan linpkungan hidup, dengan tujuan
meminimalisasi dampak kerusakan SDA dan lingkungan hidup. Adapun
sasaranya adalal terkendalinya eksploitasi dan ekspiorasi SDA, kerusakan
lingkungan dan pencemaran air, tanah serta udara. Untuk melaksanakan misi
tersebut dibuat kebijakan yaitu memanfaatkan potensi SDA yang berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan, meningkatkan penpawasan dan pengendalian
terhadap potensi SDA dan lingkungan hidup.

Adapun program yang dileksanakan yaitu pengembangan peningkatan
pengelolaan lingkungan hidup dalam pengendalian SDA dan lingkungan hidup,
dengan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan

Hidup Kabupaten Aceh Tenpah, sebagaimana tercantum dalam tabel 2.5 :
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Kabupaten Aceh Tengah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tahun 2012-2017

No

Jenis Kegiatan

Rencana

Realisasi

Keterangan |

W

I‘J’I

menyusun bukw  Neraca  Kualitas
Lingkamgan Hidup Daersh (NKLD) untuk
dijedikan acuan dalam berbagai kegiatan
baik pengusaha maupun masyarakat
melaksanskan pembinaan dan pemantauan
rehabilitasi hutan, tansh, air dan udara
melaksanakan monitoring pada usaha yang
menggunakan air bawah tanah (ABT)
melaksanakan pengawasan dan monitoring
kepialan usaha pertambangan
melaksanakan pengawasan dan monitoring
pencemaran limbah industr

melaksanakan  intensifilasi  penertiban
ABT, periambangan dan non PLN
mengadakan = sarana peralatan
laboratorium.

3 buku

4 kali

20 prshn

17 prshn

48 prshn

3 buku

4 kali

20 prshn

17 prshn

48 prshn

Untuk tabun
2017 masih
dalam proses

Sumber: Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017

Dari tabel 2.5, jelas bahwa kegiatan yang dilaksanakan di atas dalam rangka

pelaksanaan kebijakan Dinas untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian

terhadap SDA dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan rencana belum seluruhnya

terlaksana seperti untuk melaksanakan

ntensifikasi

penertiban  ABT,

pertambanpan dan non PLN baru mencapa 43,33 % perusahaan peinakai ABT

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43483 padf

yang mempunyai SIP ABT, sehingga perlu kerja keras dari aparatur Dinas

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adanya buku NKLD diharapkan dijadikan pedoman dalam menyusun
kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, sedangkan pembinaan,
pemantauan, pengawasan dan momnitefing dengan tujuan adanya perubaban prilaku
masyarakat yang dibina, perusahaan memenuhi standard baku muts lingkungan,
terkendalinya penggunaan air bawah tanah, meandorong perusahaan untuk
mempunyai SIPD serta mendorong peningkatan permohonan ijin ABT,
periambangan dan energi. |

Selain itu upaya yang dilaksanakan Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Aceh Tengah untuk merehabilitasi kerusakan sumber daya alam dan
lingkungan sesuai dengan Pelaksanaan misi yang keempat, meningkatkan upaya
pemulihan dan rehabilitasi kerusakan SDA dan lingkungan hidup, dengan tujuan
meningkatkan rehabilitasi dampak kerusakan lingkungan. Adapun sasarannya
adalah berkurangnya tingkat kerusakan lingkungan. Untuk mencapai sasaran dan
fujuan tersebut dibuat kebijakan yaitu meningkatkan pengawasan dan
pengendalian kerusakan lingkungan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

a. melaksanakan bembina.au kegiatan reklamasi terhadap lahan bekas galian
golongan c, dengan cara melaksanakan kegiatan pengukuran dan pembinaan
terhadap pengnsaha galian ¢ dengan memhuat pemetaan dan plot reklamasi,

b. monitoring dan evaluasi hasil pengawasan dan pengendalian, dengan kegiatan

mengadakan pelatihan / penyuluban kepada 50 orang pengusaha / penambang,
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dengan harapan meningkatnya kesadaran para pengusaha galia.n golongan ¢
dalam hal pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan,

Seiam kegiatan tersebut, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup bekera
sama dengan Dinas pertambangan Propinsi telah melakukan reklamasi di lahan
bekas tambang galian golongan ¢ yang beriokasi di Kecamatan Atu Lintang,
dengan luas 5 (hma) ha. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan
Kepala Sub Dinas, yang menyatakan bahwa:

“ kegiatan pertambangan disamping mempunyai dampak positif juga
inempunyal dampak negatif yang akan sangat dirasakan oleh masyarakat di
sekitar lokasi kegiatan. Dampak negatif yang dapat terjadi akibat kegiatan
penambangan antara lain berupa gangguan terhadap kondisi sosial masyarakat,
pencemaran air dan udara, kerusakan lingkungan dan hilangnya fungsi lingkungan
lahan pasca penambangan. Terjadinya dampak npegatif ini secara umum
disebabkan oleh kepiatan eksploitasi yang tidak terkendali, yang dilakukan tanpa
perencanaan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta tidak mengikuti
kaidab-kaidah yang benar dan ketentnan-ketentuan yang berdakn Dalam upaya
merehabilitasi lahan pasca penambangan tersebut, Kami bersama-sama Dinas
pertambangan Propinsi Aceh telah melakukan reklamasi yang mudah-mudahan
kegiatan terscbut dijadikan contoh bagi para penambang dalam meiakukan

reklamasi lahan bekas penambangan dan terciptanya kegiatan wusaha

pertambangan yang berwawasan lingkungan serta terjaminnya pemanfaatan fungsi
lahan™,

Dan pernyataan tersebut jelas bahwa upaya rehabilitasi yang dilakukan
Dioas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dan Dinas
Pertambangan Propinsi Aceh merupakan suatu kegiatan yang perlu dijadikan
contoh oleh para pengusaha/penambang.

Berdasarkan pengamatan, mengenai lahan bekas tambang yang telab
direklamasi di Kabupaten Aceh Tengah, yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah
baru dua lokasi yaitu satu dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan Propinsi Acell

yang bekerjasaina dengan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh
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Tengah pada tahun 2018 dengan biaya dari anggaran pembangunan Propinsi
Aceh, yang kedua yang dilaksanakan oleh Dinas Perhutani Kabupaten Aceh
Tengah, itupun dila]_;sanakan karena lahan penambangannya berada di areal tanah
perhutani.

Sesuai dengan Perda Propinsi Acch Nomor 17 Tahun 2017 tentang
pengelolaan pertambangan, bahwa yang wajib melaksanakan reklamasi adalah
para pengusaha/ penambang pada pasca tambang, dengan biaya yang digunakan
adalah berasal dani Deposito Bank, yang sertifikatnya disimpan di dinas sebagai
salah satu persyaratan untuk ijin nsaha penambangan.

Berdasarkan pengamatan, lahan bekas tambang sebagian besar dibiarkan
dan pemulihannya dibiarkan secara alami. Selain itu ada pula yang lokasinya di
jadikan kolam, atau yang tadinya berupa bukit atau tebing dijadikan tempat
tinggal.

Dan uraian di atas, jelas babwa upaya reklamasi yang dilaksanakan oleh
Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceb Tengah terhadap lahan
pasca tambang belum optimal dan perlu dican jalan keluamya untuk menangani
lahan pasca tambang agar menjadi iaban produktf.

b. Responsibilitas

Dalam kaitannya dengan responsibilitas ini akan dilthat dari  apakah
pelaksanaan kegiatan organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip
administrasi yang benar sesuai dengan kebijakan orgamsasi, yang diukur dengan
tingkat pelanggaran pengusaha termasuk penambang terhadap aturan, tingkat

kontiibust penenmaan pajak pertambangan dan ABT terhadap PAD, tingkat
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kescsuatan antara perumusan misi dan tujuan organisasi dengan dinamika
perubahan, serta ingkat antisipasi untuk menghadapi perubahan.

Responsibilitas  Orpagpisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Aceh Tengah, dapat dilihat dari pelaksanaan misi yang kelima yaita
meningkatkan pembinaan setiap kegiatan usaha melalui integrasi lingkungan
hidup, dengan tujuan menjadikan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.
Adapun sasaranya adalah tercapainya penerapan pengelolaan lingkungan pada
setiap kegiatan usaha. Untuk mencapai sasaran dan tojuan dibuat kebijakan
memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan, dengan
program pengembangan kegiatan ckopomi yang memanfaatkan SDA secara
optimal dan ramah lingkungan. Adapun kegiatannya adalah mensosialisasikan
teknologi ramah lingkungan kepada masyarakat.

Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan
Hidup Kabupaten Acch Tengah dalam ranpgka meningkatkan kesadaran
masyarakat termasuk pengusaha / penambang terhadap kewajibannya adalah telah
dilaksanakannya pembinaan dan penertiban terhadap pengusaha bahan galian
golongan ¢ yang dibiayai dan anggaran pembangunan pada tahun anggaran 2017
dengan target tercﬁpainya tertib administrasi dan teknis pemmbangunan bagi para
pengusaha tambang galian golongan c.

Walaupun berbagai upaya ftelsh dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan
Lingkungan Hidup Kabupaten Acch Tengah untuk meningkatkan kesadaran para

pengusaha / masyarakat, tetapi berdasarkan hasil pengamatan dan berdasarkan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



4344060t

data yang ada masih terdapat penambang yang tidak mempunyai SIPD (liar). Hal

tersebut juga dikatakan oleh seorang Kepala Sub Dinas bahwa:

“masalah yang krusial dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup saat ini
adalah masalah penggalian liar yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam
menaganinyd kami tidak bisa saklek dengan menutup usahanya, karena ada
pertimbangan lain dalam mencari solust. Kami menginginkan semua stakeholders
terlibat dan ikut memikirkan jalan keluamya agar kebijakan yang diambil dapat
diterima oleh semua stakeholders”.

Dari pemyataan tersebut, jelas baliwa masalah penambangan liar merupakan
salah satv masalah krusial yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan
Hidup Kabupaten Aceh Tengah, yang dalam mengatasinya perlu penanganan
yang serus.

Hal tersebut diperkuat oleh pemyataan seorang Kepala Seksi, bahwa:

“dalam menghadapi masalah penambang Lar bagi kami jadi buah
simalakama, karena para penambang liar umumnys mercka adalah masyarakat
kecil dengan pendidikan mereka yang rendah dan lashan yang digarap relatif
sedikit serta jenis usaha yang relatif kecil, tetapi berdasarkan aturan mereka
dibaruskan memenuhi sysarat-syarat untuk kegiatan usaha yang relatif banyak,
yang otomatis memerlukan pemikiran dan biaya. Karena sesuai dengan aturan,
para pengusaha dalam mengajukan SIPD disamping harus membuat AMDAL,
UPL dan UKL, juga hanis menyetorkan biaya reklamasi dalam bentuk Deposito
untuk dijadikan jaminan, dan buku depositonya disimpan di Dinas Pengelolaan
Lingkungan Hidup, yang dapat diambil kembali apabila pengusaha/penambang
tclah melaksanakan eksploitasi dan reklamasi atas lahan bekas tambangnya”.

Dari pemyataan di atas, jelas bahwa para pengusaba / penambang belum
mempunyai kesadaran untuk memiliki SIPD dalam inelaksanakan
penambangannya. Dan berdasarkan hasil pengamatan dan data yang ada di Dinas
Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, bahwa jumlah
pengusaha/penambang yang tidak memilild SIPD sampai akhir Bulan Mei tahun
2016 sebanyak 27 penpusaha, dan yang mempunyai SIPD sebanyak 23

pengusaha. Selain itu, ditemukan pula perusahaan yang menggunakan atr bawah
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tanah (ABT) yang tidak disertai dengan surat ijin pengambitan air (SIPA) bawah

tanah. Dari 17 perusahaan pemakai ABT di Kabupaten Aceh Tengah, ada 6

perusahaan yang tidak mempunyai SIPA bawah tanah serta tidak ada meteran

airnya, sedangkan banya 26 perusahaan pemakai ABT yang disertai dengan surat

Jin
Unfuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah:
Tabel 2.6
Kctaatan Pengusaha / Penambang terhadap Aturan
Tabhun 2017
SIPD /SIP ABT/ Dokumen AMDAL,
No Jenis Usaha UKL/UPL/SP3L Jumlah
Ada Tidak ada
1 | Penambang BGGC 23 27 50
2 Pemakai ABT 26 61 87
3 Industn 50 51 101

Sumber; Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, Tahun

2017

Dari tabel di atas, diketahui bahwa masih banyak pengusaha yang tidak

mempunyai ijin dan tidak mematuhi aturan, seperti tidak inempunyat SIPD, SIPA

ABT dan tidak mempunyai Dokumen AMDAL, UKL/UPL serta SP3L.

Untuk mengatasi masih banyaknya penambang yang tidak memiliki SIPD

dan banyaknya perusahaan pemakai air bawah tanah yang tidak mempunyai SIPA

bawah tanah, maka aparat Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup terus berusaha

dengan berbagai kegiatan seperti yang telah dikemukakan pada awal bahasan,
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seperti kegiatan yang dilaksanakan secara periodik berupa bimbingan, pembinaan
teknis maupun administratif, pemantauan serta melaksanakan pengawasan
terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh para pengusaha, baik pengusaha bahan
galian golongan ¢ maupun pengusaha pengguna jasa air bawah tanah (ABT).

Tetapi berdasarkan pengamatan, menunjukan bahwa kegiatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah
untuk mencapai misi dan tujuan organisasi, belum optimal. Hal tersebut terbukti '
dengan masih banyaknya permasalahan seperti banyakmya penambang liar,
pengusaha pengguna jasa ABT yang tidak memiliki SIPA BT dan pengusaha yang
belum melaporkan hasil pengelolaan dan pemantavan lingkungan.

Apabila kita melihat segi positif dari pengelolaan lingkungan hidup
termasuk pertambangan, ternyata kegiatan ini telah membuka kesempatan kerja
dan berussha bagi masyarakat di sekitar lokasi kegiatan dan juga dapat
memberikan kontribusi bagi pemasukan daerab yang bersangkutan melalui pajak
bahan galian dan pungutan-pungutan lainnya. Begitupula di Kabupaten Aceh
Tengah perkembangan usaha pertambangan bahan galian golongan ¢, seperti
pasir, sirtu, andesit, kapur dan sejenisnya yang terjadi beberapa tahun belakangan
Ini serta da.ri. pajak pengambilan air bawah tanah (ABT) telah menimbulkan
dampak positif dalam pembangunan fisik maupun ekonomi.

Kontribusi penerimaan dari pajak tersebut untuk di Kabupaten Aceh Tengah
dapat dilihat dari perkembangan selama 6 (enam) tahun terakhir sebagaimana

tabel 2.7 di bawal ini:
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Tabel 2.7
Perbandingan Penerimaan Retribusi/Pajak dari Pertambangan Bahan
Galian Golengan C terhadap PAD Di Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 201272013 - 2017

No. Tahun Anggaran Penerimaan dari PAD
BGGC (datam rupiah) %
{dalam rupiah)

1. 2012/2013 171.773.096 8.776.374.141 1,96
2. 2013/2014 B6.801.753 11.891 883838 0,73
3. 2014/2015 205.440.465 15.090.611.016 1,36
4. 201572016 300.513.535 17.175.750.855 1,75
5. 2016 587.115.893 15.761.757.553 3,72
6. 2017 561.160.000 28.281 060.875 1,98
Rata-rata 318.800.790,33 16.162.906.379.6 1,97

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Tahun Anggaran 2012/2013 — 2017 (diolah)

Dari tabel 2.7 tersebut nampak bahwa kontribusi penerimaan dan retribusi /
pajak BGGC terhadap pencrimaan asli daerah, relatif kecil yaitu rata-rata selama
enam tahun terakhir adalah 1,97 %. Kecilnya penerimaan dari pajak BGGC dapat
dimengerti apabila kita bandingkan dengan masih banyaknya penambang yang
tidak mmemiliki SIPD sebagaimna tetah dijelaskan dimuka. Hal tersebut sangat

berkaitan sebab yang membayar pajak BGGC adalah mereka yang telah
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mempunyai SIPD sedangkan para penambang liar pada umumnya tidak
memberikan laporan atas hasil tambangnya juga tidak membayar pajak atas hasil
usahanyg.

Hal tersebut juga dikemukakan oleh seorang Kepala Dinas bahwa:

“dalam meningkatkan penerimaan daerah dari pajak BGGC, kami bersama-
sama Dinas yang terkait telah mclakukan berbapai upaya diantaranys dengan
sistem jemput bola di lokasi penambangan, mengadakan pemantsuan terhadap
kegiatan penambangan serla menggunakan sistemn target dengan melihat potensi
bahan tambang. Tetapi upaya-upaya tersebut tetap belum bisa mendongkrak
penerimaan dan pajak BGGC, karena selama ini petugas kami mengalami banyak
kendala di lapangan, diantaranya kami kesulitan memungut pajak dari penambang
yang tidak memiliki SIPD sebab batk di dalam Perda Kabupaten Aceh Tengah
Nomor 3 tahun 1998 tentang pajak pengambilan BGGC serta Keputusan Bupati
Nomor 7 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan lingkungan lahan
usaha pertambangan BGGC, para penambang har tidak boleh mengadakan
kegiatan apalagi dipungut pajaknya sebelum mempunyai SIPD.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam meningkatkan penerimaan
dari pajak BGGC mengalami kesulitan, karena kurangmya kesadaran para
penambang terhadap SIPD dan membayar pajak atas hasil usahanya, serta belum
adanya peraturan yang mengatur kegiatan pertambangan di Kabupaten Aceh

Tengah.

Berbeda dengan penerimaan dari pajak pertambangan, penerimaan pajak
dari air bawah tanah, kontribust terhadap PAD cukup tinggi tetapi dalam
pelaksanaanya masih mengalai kendala dari para pengusaha yang menggunakan
air bawah tanah (ABT) sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Untuk melihat
kontribusi penerimaan dari pajak ABT dapat dilihat dari penerimaan selama kurun
waktu empat tahun dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.8
Kontribusi Peneriinaan dari Pajak ABT terhadap Pendapatan Asli Daerah
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Di Kabupaten Aceh Tengah tahun 201472015 — 2017

No. | Tahun Anggaran Penenmaan dan PAD
Pajak ABT (datam rupiah) %
(dalam rupiah) |

I 201472015 3.247.145710 15.090.611.016 [ 21,52
2. 2015/2016 4.100.617.516 17.175.750.855 | 23,87
3. 2016 3.234.358.000 15.761.757.553 | 20,52
4. 2017 4.261.677.690 28281 060875 15,07
Rata-rata 3.710.949.729 19.077.295.074,7 | 1 9,45

Sumber: Dinas Pendapaian daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 (diolah)

Dari tabel 2.8 di atas, nampak bahwa kontribusi penerimaan dari pajak air
bawah tanah (ABT) terhadap PAD di Kabupaten Aceh Tengah cukup tinggi
dengan rata-rata selama empat tabun scbesar 19,45 %. Hal tersebut disebabkan
bahwa Kabupaten Aceb Tengah memiliki potensi sektor industri yang cukup
besar, apalagi dengan dicanangkannya {okasi kawasan industri seluas 2.000 hektar
yang berlokasi di wilayah Kecamatan Aceh Tengah dan Kecamatan Celala,
dengan jumlah perusahaan berskala besar pada tahun 2016 sebanyak 50
perusahaan, tclah membawa kontribusi bukan hanya pada penyerapan tenaga kerja
pada lahun 2017 sebanyak 54.970 orang juga dalam hal penggunaan air bawah
tanah (ABT) juga meningkat. Selain itu banyaknya jumlah industri kecil pada
tahun 2017 sebanyak 120 perusahaan, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak
27.238 orang, tzlah memberikan kontribusi dalam penggunaan air. Apalagi jika
semua perusahaan baik yang berskala besar maupun kecil semuanya mempuanyai
tingkat kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak air bawah tanah (ABT)
maka akan membawa kontribusi yang cukup besar bagi PAD Kabupaten Acch

Tengali.,
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Kenapa penerimaan pajak BGGC dan air bawah tansh (ABT) dijadikan
salah satu indikator untuk menilai keberhasilan Kinerja Dinas pengelolaan
Lingkungan Hidup, hal tersebul disebabkan bahwa kewenangan pengelolaan
lingkungan hidup termasuk pertambangan merupakan salah satu urusan yang telah
dilimpahkan kepada dinas.

Untuk meningkatk_an kesadaran para pengusaha i{ermasuk penambang
dalam perizinan maupun memhayar pajak, maka Dinas Pengelolaan
Lingkungan hidup telah melaksanakan berbagai upaya sebagaimana telah
diuraikan dimuka seperti membuat peraturan, sebagaimana ditegaskan oleh

Kepala Dinas, bahwa:

“mengenai masalah perijinan dan peningkatan penerimaan dari pajak
pertambangan maupun ABT untuk aspek legat formal, dan menghindari adanya
penyimpangan, kami telah membuat rancangan perdanya yang salah sam
isinya, menyatakan bahwa setiap pengusaha / masyarakat yang mengejukan ijin
usaha harus membayar retribusi izin untuk biaya ukur dan eksplorasi dan
besarannya tergantung luas usaha dan jenmis usaha, karena sementara ini
pembuatan izin perusahaan tidak dikenakan biaya, yang ada adalah biaya untuk
eksplorasi dibebabnkan kepada pengusaha. Tetapi pada kenyataannya untuk
membayar biaya eksplorasi para pengusaha banyak yang mengeluh, sementara
para petugas kam kesulitan menentukan berapa besaran biaya yang harus
dikenakan pada pengusaha, sehingga terjadilah negosiasi antara pengusaha
dengan petngas. Untuk itu maks kami telah membuat raperdanya yang
dibarapkan dapar diterima oleh setiap stakeholders”™.

Untuk melihat tingkat kesesuaian antara perumusan misi dan tujuan
organisasi dengan dinamika perubahan, serta tingkat antisipasi untuk
menghadapi perubahan, berdasarkan hasit pengamatan dan data yang ada,
Dinas Pengelolaan Lingkungan hidup Kabupaten Aceh Tengah berusaha
menyiapkan emnpat buah rancangan peraturan daerah (Raperda) dan 7 (tujuh)

buah surat keputusan Bupati, yaitu Raperda tentang pengelolaan air bawah
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tanah, pertambangan umum, pengelolaan dan pembuangan limbah cair dan

pengelolaan dan pembuangan limbah padat, semuanya masih dalamn proses

pembahasan di DPRX. Untuk lebih jelasnya Raperda dan SK Bupati mengenai

pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan dapat ditihat pada tabel
2.9 di bawah ini;

Tabel 2.9

Daftar Raperda/SK Bupati mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup

Termasuk Pertambangan di Kabupaten Aceh Tengah

ikan lawes sebagai khas fiora fauna di
Kabupaten Aceh Tengah

No Nama Raperda/ SK Bupati Nomor Keterangan
1 [ Pengelolaan air bawah tanah - Dalam proses
2 | Pertambangan nmum - pembahasan
3 | Pengelolaan dan pembuangan limbah cair - di DPRK

Pengelolaan dan pembuangan limbah padat -

4 | Pembentukan tim Investigasi pencemaran | 660.03/Kep.372-
Dan kerusakan lingkungan hidup DPLH/2017

5 | Kab. Aceh Tengah
Pembentukan tim pengendali pencemaran | 660.05/Kep.366-
Dan  kerusakan  lingkungan  hidup DPLH2016
(TP2KLH),

6 | Kab. Aceh Tengah 660.01/Kep.367-
Komisi Penilalan Analisis Mengenai DPLH/2016
Dampak Lingkungan Kabupaten Aceh { 660.05/Kep.165-
Tengah DPLH/2017

7 | Pembentukan Tim Pengkaji Kelayakan | 7 tahun 2017
Lingkungan Kabupaten Aceh Tengah :
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lahan

8 | rekomendasi kepada - Kepala Dinas | 660.05/Kep.165-
Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten DPLH/2017
Aceh Tengah

9 | Penetapan pohon jamuju, ikan balidra dan

503.05/Kep.167-
DPLH/2017
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Sumber : Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah
Talun 2017

Dari Tabel 2.9, nampak bahwa perangkat hukum vang mengatur
pengelotaan Jingkungan hidup dan pertambangan masih dalam proses pembahasan
di DPRK, sedangkan yang menyangkut pembentukan tim untuk kelancaran
kepiatan telah ada 4 (empat) buah SK Bupati Acch Tengah.

Semua peraturan tersebuf dibuat dalam rangka menunjang terhadap
pelaksanaan misi dan tujuan organisasi untuk menghadapi setiap perubahan yang
terjadi. Selain itu untuk menumbuhkembangkan gerakan peduli lingkungan hidup
di masyarakat sesuai dengan Pelaksanaan misi yang ketiga, dengan tujuan
meningkatkan kualitas SDM tentang masalah lingkungan hidup, dengan
sasarannya adalah meningkaimya kerjasama melalwi kemitman dengan
stakeholders. Untuk mencapai sasaran dan tejuan dibuat kebijakan memberikan
kontribust kepada masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup, dengan
program yang dilaksanakan adalah penyebaran informasi masalah pengelolaan
lingkungan, Adapun kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah memberikan
pelatihan tentang pengelolaan lingkuugan.

Dari uratan di atas, dalam rangka melaksapakan misi dan tujuan organisasi
dalam menghadapi perubahan, berdasarkan pengamatan di lapangan, Dinas
Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah melakukan berbagai
upaya baik melalui pembuatan perangkat hukum maupun mengadakan pelatihan
kepada semua stakeholders. Sebagaimana pemyataan Kepala Dinas bahwa: “

kami menyadari bahwa hasil yang dicapai dan kegiatan organisasi belum
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memuaskan karena sebagai dinas yang baru maka selama ini, kami masih dalam
proses pembenahan perangkat hukum dan sosialisasi’.
¢. Responsivitas

Dalam kaitannya dengan responsivitas ini merupakan  kemampuan
organisasi dalam mengenali kebutehan masyarakat dalam memberikan pelayanan,
yang akan dilihat dan tingkat kepekaan terhadap keluhan masyarakat dalam
pelayanan penjinan, ingkat usaha untuk membina kegiatan para pengusaha /
penambang.

Responsivitas Organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten
Aceh Tengah, jika dilihat dari aspek tingkat kepekaan organisasi keluhan
masyarakat terhadap pelayanan perijinan, maka sebagaimana telah diuraikan pada
awal bahasan, bahwa Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh
Tengah salah satu fungsinya adalah pemberian bimbingan dan pembinaan serta
mempersiapkan ijin pengelolaan lingkungan termasuk pertambangan.

Pemberian izin dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk
pertambangan merupakan salah satu kewenangan dari Kepala Dinas Pengelolaan
Lingkungan Hidup sebagaimana Keputusan Bupati Aceh Tengah
Nomor820/Kep.168-DPLH/2016. Dan untuk proses pemberian izin tersebut, telah
dibentuk Tim Koordinasi Proses penerbitan Surat Izin / rekomendasi di bidang
pengelolaan lingkungan hidup termasuk bidang pertambangan di Kabupaten Aceh
Tengah dengan Keputusan Bupati Aceb Tengah nomor 503.05/Kep.167-

DPLH/2016, yang beranggotakan berbagai unsur dinas terkait dengan
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penanggungjawab Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh
Tengah, dengan tugas :

a melaksanakan penelitian / pemeriksaan persyaratan adminsistrasi dan
persyaratan tekmts atas permohonan surat izin/rekomendasi, lingkup
bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk bidang pertambangan di
Kabupaten Aceh Tengah;

b. melaksanakan penelitian / pemeriksaan ke lokasi yang dimohon, baik
keadaan lingkungan dan Jetaknya ditinjau dari berbagai aspek serta sesuai
dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Tengah; |

c. meneliti kemungkinan timbul gangguan dan bahaya terhadap penduduk
dan lingkungan hidup sekitarnya, sebagai akibat adanya kegiatan usaha
yang dimohon;

d. membuat berita acara penelitian / pemeriksaan

e. memberikan saran/pertimbangan tertulis kepada pemohon izin /
rekomendasi

f melarang kepada pemohon untuk tidak melakukan apapun di lokasi
sebelum surat izin terbit

g. menghentikan kegiatan apapun apabila tejadi di lokasi, kepada pemohon
diberitahu / diperingati ternyata tetah ada kegiatan sebelum surat izin terbit

h. pemberitahuan penghentian dibuat berita acara

i. menyampaikan laporan tertulis kepada bupati Aceh Tengah.

Adapun persyaratan bagi para pengusaha / masyarakat yang akan

melakukan kegiatan / usaha untuk mendapatkan SIPD antara lain diharuskan
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membuat surat permohonan kepada Bupat melalui Kepala Dinas Pengelotaan
Lingkungan Hidup, dengan dilampiri:
a. surat bukti pemilikan / penguasaan {ahan
b. pela rencana lokasi penambangan yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas
Pengelolaan Lingkungan Hidup
c. Surat Pemyataan tidak sengketa alau tidak sedang dijaminkan
.d. Surat pernyataan tidak keberatan darn warpga masyarakat di sekita lokasi
rencana penambangan, dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa
€. Surat pernyataan bersedia Gdak melakukan kegiatan penambangan
sebelum surat izin terbit
f. Buku rencana:
1) Eksploitasi/kegiatan penambangan
2) UPL/UKL
3} Reklamasi

tanda bukti lunas PBBR

=

h. Photo Copy KTP pemohon

1. Data perusahaan (badan hukum)

J- Surat rekomendasi dari dinas / kantor / instansi terkait apabila diperlukan

k. Surat pernyataan bersedia menyimpan dapa untuk reklamasi pada Bank
Pemerintah melalui deposite yang sertifikatnya disimpan di Dinas
Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah

i. Surat perjanjian kerjasama (apabila ada)
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Setelah menerima surat permohonan dari pengusaha / penambang, maka
Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup besenta Tim Koordinasi proses penertiban
surat izin‘rekomendasi mengadakan pemeriksaan balk pada persyaratan
admnsitrasi maupun peninjauan ke lokasi penambangan (eksplorasi), kemudian
hasil pereriksaan tersebut ditwangkan dalam Berita Acara pemeriksaan yang
ditandatangani oleh semua anggota Tim Koordinasi, dari hasil pemeriksaan
kemudian Tim Koordinasi membuat tanggapan atas permohonan izin useha
tersebut apakah menyetujui / belum menyetujui / tidak menyetujui. Apabila
disetujui meka dibuatkan SIPDnya tetap: apabila persyaratan belum lengkap,
dikembalikan ke pemohon dan apabila tidak disetujui, permohonan ditolak.
Begitupula setelah mendapat SIPD dikenakan berbagai kewajiban yang harus
dilaksanakan diantaranya menyampaikan laporan secara tertulis kepada kepala
dinas atas pelaksanaan kegiatan usahanya setiap tiga bulan sekahi, laporan
produksi satu bulan sekali, pengelolaan lingkungan termasuk reklamasi, peta
kemajuan tambang setiap enam bulan sekali, membayar pajak, biaya kompensast
eksploitasi dan masth banyak lagi kewsjiban yang lainnya yang cukup
memberatkan pengusaha / masyarakat.

Hal tersebut jupa disampaikan oleh seorang penambang yang tidak
mempunyai SIPD, bahwa:

“kami menyadari bahwa apa yang dilakukan selama ini belum mengikuti
aturan, tetapi untuk membuat ijin, ada persyaratan yang banyak dan menurut
informasi dari teman dipedukan uang yang besar untuk proses peinbuatan ijin

maupun biaya yang harus kami simpan. Wataupun tidak mempunyai ijin, tetapi
kami siap kalau diminta membayar pajak”
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Darl gambaran diatas jelas bagaimana rumitnya untuk mendapatkan SIPD
bagi masyarakat yang akan mengadakan kegiatan / usahs, disamping itu
persyaratan tersebut berlaku bagi semua masyarakat / pengusaha yang akan
melakukan usaha / kegiatan baik menyangkut pengelolaan lingkungan seperti air
bawah tanah maupun pertambangan, serta tidak membedakan besaran kecilnya
usaha. Hal tersebut diketahui dari wawancara dengan seorang Kepala Seksi ,

bahwa:

“ kami sebetulnya dalam melayani masyarakat yang akan membuat SIPD
serba rikuh, disatu sisi aturan harus kami tegakan, di sisi lain kami melihat
kegiatan yang akan dilaksanakan masyarakat berbeda-beda, sehingga dalam
melayaninya kami lebih banyak mengedepankan negosiast melihat tingkat
kemampuan masyarakat itu sendiri, dan kami sangat menghargai itikad baik
mereka untuk membnat SIPD. Masalah dalam hal perizinan yang kami rasakan
adalah peranpkat hukum yang mengatur mengenai perizinan ini uatuk di
Kabupaten Aceh Tengah belum ada, dan masih mengacu ke Perda Propinsi Aceh
Nomor 17 Tahun 2016, serta dalam perda tersebut juga belum mengatur secara
jelas jenis usaha skala besar dan kecilnya”.

Dari pernyataan di atas, jelas bahwa kegiatan organisasi dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat mempunyai kendala dalam hal perangkat hukum
sebagai aspek legal formal yang mengatur mengenai perizinan di Kabupaten Aceh
Tengah belum ada. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi
Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya.

Apabila responsivitas dilihat dari aspek tingkat usaha untuk membina
kegialan pars pengusaha / penambang, seperti telah diuraikan terdahulu pada
pembahasan akuntabilitas, bahwa Dinas Pengelolaan Linglungan Hidup

melaksanakan berbagai upaya untuk membina para pengusaha termasuk

penammbang dengan tujuan menjadikas keglatan uségha yang berwawasan
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lingkungan yang sasarannya adalah tercapainya penerapan pengelolaan

lingkungan hidup pada setiap kegiatan usaha, dengan kegiatannya adalah

melaksanakan penerapan teknologi tepat guna kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan dan data yang ada, bahwa kegiatan yang

dilaksanakan sebagaimana tabel 2.10 di bawah ini:

Tabel 2.10
Rencana dan Realisasi Kegiatan Dinas Pengclolaan Lingkungan Hidup

penambang Tahun 2015-2016

Kabupaten Aceh Tengab dalam membina kegiatan para pengusaha /

No Jenis Kegiatan Rencana | Realisasi | Keterangan
1. | mengadakan sosialisasi penerapan 30 17 Untuk tahun
AMDAL UKL,UPL bagi kegiatan | perusshaan | perusahaan | 2002 belum
2. | usaha mengadakan penyuluhan | 50 orang orang dilaksanakan
pengelofaan SDA dan hngkungan
hidup
3. | melaksanakan pembinaan kegiatan 4 kali 1 kali
reklamasi terhadap lahan bekas
tambang

Sumber: Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dan rencana kegiatan untuk

meningkatkan kesadaran pengusaha / penambang, ternyata tidak terealisasi,

karena dalam kegiatan sosialisasi penerapan AMDAJ UKL,UPL hanya 17

perusahaan yang mengikuti. Juga kegiatan pembinaan nntuk reklamasi hanya satu

E_ali yang dapat terlaksana,
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Walaupun berbagai upaya telah dilaksanakan untuk membina pengusaha
termasuk penambang, ternyata masih mengalami masalah. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Kepala Sub Dinas, bahwa:

“ setelah kami melakukan pemantauan dan monitoring di lapangan, ternyata
masih banyak pengusaha yang tidak inentaati peraturan, scperti banyaknya
penambang yang tidak mempunyai SIPD (liar), adanya perusahaan yang
membuang limbah mdustrt ke badan sungai, banyaknya kerusakan lingkungan
akibat penambangan bahan galian golongan ¢, adanya pencemaran lingkungan
yang diakibatkan oleh lmbab industi dan domesiik, adanya bencana yang
diimbulkan oleh industri, baik yang diakibatkan oleh limbah cair, padat dan
udara, kurangnya kesadaran masyarakat dan pengusaba dalam pengelolaan
lingkungan, dan kurangnya ketaatan pihak pengusaha/industri dalam penyampaian
laporan UPL-UKL.

Dan pemyataan tersebut, jelas babwa kegiatan /usaha masyarakat di satu
sisi nempunyai dampak positif tetapi disisi lain mempunyai dampak negatif yang
memerlukan perhatian yang serius dani semua fihak baik aparat maupun
masyarakat agar segala dampak negatifnya dapat dikurangi dan dampak posiﬁfnya
ditingkatkan, yang pada akhimya kesejahtraan masyarakat dapat meningkat.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, membuktikan bahwa ketiga aspek
dalam kinerja organisasi 1Jinas pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh
Tengah tidak dapat dipisahkan, juga membuktikan bahwa masing-masing aspek
mempunyai hubungan yang saling mempengarubi kinerja organisasi Dinas
pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsmya untuk mencapai tujuan dan misi organisasi.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi Dinas Pengelolaan
Linglamgan Hidup Kabupaten Aceh Tengah

Penelitian ini memfokuskan pada tiga variabel internal di dalam organisasi

yang, diduga kuat mempengaruhi kinerja organisasi Dinas Pengelolaan
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Lingkungan Hidup Kabupaten Acel: Tengah, yakni struktur organisasi, sumber
daya manusia, dan finansial, yang akan dibahas secara berurutan berikut ini.
1.  Struktur Organisasi

Struktur organisasi ‘merupakan unsur yang sangat penting, karena struktur
organisasi akau menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas dan fungsi dialokasikan
di dalam orpamisasi. Struktur orgamisasi ini dapat dilihat dari tingkat
pendelegasian wewenang yang ada dalam organisasi, tingkat pemanfaatan
pegawai yang sesuai dengan spesialisasi, dan tingkat pengendalian pegawai dalam
pelaksanaan tugas, yang akan dicoba diuraikan secara berurutan.

Apabila Struktur organisasi dilihat dar tingkat pendelegasian wewenang
yang ada dalam organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh
Tengah akan mampak ketika tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dinas
dibagt habis kepada pejabat-pejabat yang ada di dalam organisasi.

Tugas d.an kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan
Lingkungan Hidup, merupakan tugas dan kegiatan yang biasanya dilaksanakan
oleh Bagian Lingkungan Hidup dan sebagian lagi merupakan tugas Bagian
Ekonomi sekretaniat daerah sebelum kelnarnya Qanun Nomor 22 tahun 2016.

Tugas yang biasa dilaksanakan oleh bagian hingkungan hidup menyangkut
mengumpulkan balian, mengolali data, mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka
penyusiman program perwujudan, pembinaan, penanggulangan lingkungan dan
pencemaran fermasuk AMDAL. Sedangkan sebagian tug'as bagian ekonomi

scbelum berubah menjadi bagian sosial ekonomi, yang dialihkan ke Dinas
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Pengelolaan Lingkungan Hidup menyangkut perizinan pertambangan dan energi,
serta air tanah.

Berbicara masalah tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Dinas
Pengelolaan Lingkungan Hidup dikaitkan dengan struktur organisasi yang ada,
ternyata belum semua tugas dan kegiatan termasuk dalam struktur organisasi. Dari
penamaan dinas itu sendiri yaitu Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga tidak
adanya sub dinas maupun seksi serta sub bagian yang khusus menangani masalah
pertambangan dan energi, terkesan dinas tersebut hanya menangani masalah
lingkungan hidup saja. Walaupua secara teori pertarmbagan dan energi inerupakan
bagian dari lingkungan hidup, tetapi dengan tidak adanya nama pertambangan dan
nergi, terkesan dinas tersebut tidak menangani masalah pertambangan dan energi.

Dengan adanya tugas dan kegiatan yang belum termasuk pada struktur
organisasi, hal tersebut berdampak pada tingkat pendelegasian wewenang dari
pimpinan kepada staf, seperti masalah pertambangan dibebankan kepada seksi
perizinan, padahal di dalam perincian tugas hanya menyangkut pengelolaan,
penyiapan bahan pertimbangan, inventarisasi, pengawasan dan pengendalian
perizianan kelayakan lingkungan lingkungan dan pertambangan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Dinas menyatakan bahwa:

“Struktur organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh
Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 17 Tahun 2016
mempunyai struktur hierarki dalam pengendalian, wewenang dan komunikasi
dalam sistem mekanistik. Terus terang saja bahwa struktur organisasi yang ada,
belum memadai karena tidak mencakup semua kegiatan yang harus ditangani oleb
Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seharusnya struktur organisasi mencakup
lingkungan hidup, pertambangan dan energi, sehingga ada kesan dari masyarakat
seolah-olah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya mengurus tingkungan

_ hidup saja dan terkesan sebagai kepanjangan tangan BAPEDALDA Propinsi Aceh
. Sehingga ada masyarakat yang mau membuat izin pertambangan masih datang
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ke tingkat Propinsi Aceh karena di Kabupaten belum ada katanya. Untuk itu
maka kaou teiah mengajukan perubahan ke DPRD untuk perubahan struktur
organisasi dengan nama Dinas Lingkungan Hidup, Pertamhangan dan Energi
Kabupaten Aceh Tengah dengan lebih mengembangkan jabatan fungsional”.

Peruyataan terscbut membukiikan bahwa struktur orgamisasi yang ada
belumn mampu menampung semua jenis kegiatan yang harus dilaksanakan oleh
Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan hasil pergamatan dan dan data yang ada struktur organisasi
Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan struktur organisasi line dan sta‘f.
Karena dalam struktur orpanisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Keputusan Bupati Acelr Tengah Nomor
17 Tahun 2016, kewenangan didelegasikan kepada 1) Beigian Tata Usaha yang
didelegasikan lagi kepada sub bagian perencanaan, sub bagian kepegawaian dan
sub bagian umum dan keuangan, 2) Sub Dinas Pencegahan Dampak Lingkungan
yang didelegasikan lagi kepada seksi AMDAL RPL & RKL, Seksi Analisa dan
evaluasi dampak, dan seksi Bina usaha dan pengembanpgan kapasitas, 3) Sub
Dinas Pengawasan dan Pengendalian, yang didelegasikan lagi kepada Seksi
pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan, Seksi Pengawasan dan
pengendalian penceinaran lingkungan dan Seksi Perizinan, 4) Sub Dinas Penataan
dan pemulihan Lingkungan, yang didelegasikan lagi kepada Seksi Pengembangan
Informasi & penyuluhan Lingkungan dan Seksi Pemulihan Lingkungan.
Sementara itu untuk jabatan fungsional tetapi belum terisi.

Apabila struktur organisasi ditihat dari tingkat pemanfaatan pegawai yang
sesual dengan spesialisasi, wmaka sruktur organisasi Dinas pengelolaan

Lingkungan Hidup yang ada yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsinya,
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yang menuntut SDM yang memiliki kemampuan teknis, maka struktur tersebut
nampaknya belum memadai. Karena jabatan fungsional yang ada belum diisi,
sementara kebutuhan tenaga teknis pertambangan, geolog, elektro dan sebapamya
sangat dibutuhkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian , menyatakan bahwa :

“untuk mengantisifasi perubahan di dalam struktur orgamisasi telah
menyiapkan jabatan fungsional, tetapi sampai saat ini jabatan tersebut belum
tertata dengan batk sehingpa masih kosong. Padahal kami sangat membutuhkan
tenapa ahli tambang, tenapa ahli energi (elektro), dan tenaga ahli lmgkungan
hidup serta disiplin ilmu lainnya sebagai tenaga profesional. Dan untuk
mengatasinya sementara ini kami hanya bisa mengikutsertakan pegawai pada
Diklat-diklat pertambangan, lingkungan hidup, AMDAL, energi dan Diklat
penjenjangan karier serta diklat-diklat yang lainnya”.

Untuk itu perlu adanya kebijakan pcnz;taan struktur organisasi yang
diarahkan untuk memantapkan fungsi-fungsi organisasi yang diisi oleh tenaga-
tenaga pengelola yang profesional yang memenuhi syarat baik jumlah maupun
kualitasnya yang lebib mengarah pada pengembangan jabatan fungsional,

Apabila struktur organisasi tersebut mampu memanfaatkan pegawai
berdasarkan spesialisasi, maka kemunpgkinan organisasi dapat berjalan karena
orang-orang dapat bekerja sesuai dengan keahliannya. Untuk mewujudkan suatu
organisasi yang baik serta efektif dan agar struktur organisasi yang ada dapat
sehat dan efisien, maka dalam organisasi tersebut perlu diterapkan beberapa asas
atau prinsip organisasi sebagaimana telab disebutkan dalam tinjavan pustaka
Atau dengan perkataan lain, orgenisasi yang sehat, efektif, efisien adalah

organisasi yang dalam pelaksanan tugas-tugasnya mendasari diri pada asas-asas

organisasi tertentu,
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Dilihat dari perumusan tujuan yang ada sebagaimana telah disebutkan pada
deskripsi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak nampak tujuan yang
menyangkut pertambangan dan energi. Begitupula dalam pembagian pekerjan
serta pelimpahan / pendelegasian wewepang belum nampak. Sementara itu
pelaksanaan koordinasi baru scbatas pembentukan tim koordinasi proses
penertiban surat ijin sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan yang menyangkut Lingkungan hidup.

Dan uraian tersebut, jelaslah babwa strukfur yang ada membawa
konsckuensi terhadap ¢ingkat pemanfaalan pegawai yang sesuai dengan
spesialisasi yang terdapat di dalam struktur organisasi.

Sementara itu, apabila struktur orgaaisasi dilihat dan tingkat pengendalian
pegawai dalam pelaksanaan tugas, maka dengan struktur organisasi yang ada,
maka tingkat pengendalian yang dilakukan oleh kepala dinas terhadap pegawai
tidak mendapat kesulitan karena kepala dinas tidak secara langsung
mengendalikan tetap:t melalni kepala bagian tata usaha atau para kepala subdin
yang kemudian kepala bagian tata usaha atau para kepala subdin mengendalikan
lagi kepala sub bagian atau kepala scksi baru sampai pada para pegawai.

Tetapi hal tersebut apabila dibandingkan dengan struktur yang matrik yang
mengabungkan jalur vertikal dan honsontal, yang dikensbangkan karena berbagai
macam fungsi organisasi dan spesialisasi yang dibutubkan untuk mencapai tujuan
organisasi, maka tingkat hierarki akan minimal dan otoritas yang terdesentralisasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam rangka nielaksanakan tugas pokok

dan fungsi organisasi untuk mencapai misi dan fujuan organisasi, Dinas
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pengelolaan Lingkungan Hidup mutlak harus dapat mengkoordinasikan program-
program yang ada demi tercapainya misi dan tujuan organisasi. Apabila melihat
struktur organisasi yang ada, maka belum terlibat peran dari Dinas Pengelolaan
Linglamgan Hidup seutuhnya, dan terkesan seolah-olah hanya menangani masalah
lingkungan hidup semata sedangkan peran lainnya yang harus dilaksanakan betum
nampak di dalam struktur organisasi.

Dinas Penpelolaan Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya dikaitkan dengan strukinr organisasi yang dibentuk sebagaimana telah
diuraikan di atas, jelaslah bahwa struktur organisasi Dinas Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang ada sekarang dapat mempengaruhi terhadap kegiatan
organisasi dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi.

Struktur organisasi sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasai ketika
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai misi dan tujuan
organisasi. Organisasi Qengan struktur yang kakn dan birokratik akan
menghambat tumbuhnya kreativitas pegawai. Selain itu pengambilan keputusan
menjadi sangat lamban, dan komunikasi antar unit organisasi menjadi berkurang.
Organisasi yang kaku dan terkotak-kotak seringkali menimbulkan pemborosan,
karena sumber daya (SDM dan fasilitas) tidak dapat dipakai bersama-sama.

Begitupula dengan struktur organisasi yang mekanistik sulit berkembang
untuk melakukan inovasi. Organisasi harus mampu menyesunaikan dengan setiap
perubghan serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat

sesuai dengan prinsif-prinsif administrasi yang benar, serta organisasi harus
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mampu mengenali kebutuhan masyarakatoya, sehingga pelayanan yang diberikan
akan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
kinerja organisasi, karena manusia adalah aktor utama setiap organisasi dimana
dan apapun bentuknya. Sumber daya manusia ini dapat dilihat dari tersedianya
pegawai balk secars kuantitas dan kualitas, tingkat pendidikan yang dimiliki
pegawai, dan tingkat kemampuan teknis yang dimiliki pegawai, yang skan dicoba
diuraikan secara berurutan.

Sumber daya manusia yang dilthat dari tersedianya pegawai secara kuantitas
dan kualitas yang ada dalam organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Aceh Tengah, secbagaimana telah diuraikan dalam Bab I, bahwa
sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di Dinas pengelolaan Lingkungan
Hidup berjumlah 30 orang termasuk 16 orang merupakan pejabat struktural.

Berdasarkan pengamatan dan data yang ada, dari 30 orang pegawai, mercka
berasal dari berbagai instansi seperti 12 orang dad Bagian Lingkungan Hidup, tiga
orang daa Dinas PKT, tga orang dari PKM, tiga orang dari PMD, dua orang dan
Koperasi, dua omﬁg dari Bagian Organisasi, satu orang dari Itwil, satu orang dari
STPDN {baru masuk) dan satu orang dari Mawil Hansip serta dua orang sukwan
{baru) sebagai tenaga keamanan dan kebersihan merangkap pengemudi.

Sesuai depgan volume tugas yang diemban oleh Dinas Pengelolaan
Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, maka dengan 16 jabatan struktural

yang ada serta jabatan fungsional yang belum tersi, berdasarkan analisa
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kebutuhan pegawai, secara keseluruhan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
membutuhkan persomil sebanyak 45 orang dengan komposisi latar belakang
pendidikan yang mempunyai keahlian Geologi/pertambangan, lingkungan hidup,
elekiro dan disiplin ilinu yang lainnya.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengen Kepala Dinas

¥

menyatakan bahwa:

“ sebagai Dinas yang merupakan pengembangsn dari Bagian Lingkungan
Hidup, kami masth kekurangan SDM aparatur baik dalam kuantitas maupun
dalam kualitas. Apabila melihat struktur organisasi yang ada dengan 16 jabatan
struktural dan adanya jabatan fungsional serta cabang dinas dan UPTD, dan
melihat volume tugas pekerjaan, kami membutuhkan sedikitnya 45 staf pelaksana
khusus untuk di dinas, tetapi yang ada sekarang hanya berjumlah 30 orang
termasuk pejabat struktural dan dua orang sukwan. Kesulitan kami dengan tugas
melaksanakan pemautauan dan monitoring terhadap kegiatan yang dilaksanakan
oleh para pengusaha / mdustri maupun pertambangan dengan jumlah perusahaan
yang relatif banyak sementara jumlah pegawai terbatas, jadi pemantauan
/monitoring tidak dapat kami laksanakan setiap saat tetapi dilaksanakan sistem
berkala™.

Dan pernyataan tersebut, jelas bahwa Dinas Pengelolaa:i Lingkungan Hidup
Kabupaten Aceh Tengah masih kekurangan sumber daya manusia baik dalam
kuantitas maupun kualitas. Dengan struktur organisasi yang mempunyai enipat
hiecarki dengan 16 jabatan struktural, yang terdiri dan kepala dinas, satu bagian
dengan tiga sub dinas, yang masing-masing terdini dan 3 sub bagian serta 8 seksi,
diperlukan SDM pelaksana yang ﬁukup untuk mendukung pelaksanaan tugas.

Sumber daya manusia dilihat dan tingkat pendidikan yang dimiliki pegawat,
sebagaimana telali divraikan dimuka bahwa Pegawai atau aparatur pada Dinas
Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, yang melaksanakan
tugas dan [ungsi mengelola lingkungan hidup termasuk pertambangan dalam

pencapaian tujuan dan misi organisasi, tergantung jumlah pegawai dan kualitas
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pegawai, yang dilihat dan tingkat pendidikan formal, sikap mental pegawai dan
spesialisasi tertentu yang dimiliki.
~ Dan jumlah pegawai yang ada, yang berpendidikan S2 hanya dua orang, 12

orang yang berpendidikan S]1 dan empat orang D3, 10 orang SL.TA, SLTP satu
orang dan SD 1 orang. Apabila melihat tingkat pendidikan mercka, bahwa
sebagian besar mercka berpendidikan D3 dan sarjana, potensi tersehut cukup
menunjang terhadap kelancaran pelaksanaan. tugas, tetapi apahila dikaitkan
dengan volume tugas yang harus dilaksanakan maka jumlah tersebut kurang
memadai.

Berdasarkan hasil pengamatan dan data yang ada menunjukan bahwa dari
30 pegawai di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah,
tidak ada satu orangpun yang beriatar belakang pendidiken formal dari
pertambangan, dan elekiro, padahal dinas disamping mengelola lingkungan hidup
juga mengelola pertambangan, sehingga diperiukan pegawai yang mempunyai
kemampuan yang bersifat teknis pertambangan, lingkungan hidup termasuk
energi. Sementara itu dar pegawai yang ada, hanya ada dua orang yang berlatar
belakang pendidikan formal dari sarjana lingkungan dan 1 orang yang
berpendidikan dari geologi. Sementara pegawai yang lainnya berlatar belakang
pendidikan yang bervaraisi.

Untuk lebih jelasnya mengenai latar belakang pendidikan pegawai dapat

dilihat pada tabel 1.11
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Latar Belakang Pendidikan Pegawai Dinas pengelolaan Lipgkungan

Hidup Kabupaten Acch Tengah Tahun 2002

No Latar Belakang Pendidikan Jumlah Keterangan
(Orang)
1 | Sarjana Perencanaan 1 S2 dari ITB
2 | Sarjana Kimia 1
3 | Sarjana Pertanian 1 52 dari STIA
4 | Sarjana Hukum 3
5 | Sarjana Administrasi Negara 4
6 | Sarjana Perhutanan 1
7 1 Sarjana Biologi 1
8 | Sarjana Teknik Lingkungan 2
9 | Sarmud Penerangan I
10 | Sarmud Ekonomi 2
11 | Sarmud Geologt 1
12 | SMA/STM/SMEA 10
13 ;| SMP 1 Sukwan
14 {SD 1 Sukwan
30

Sumber : Dinas pengelolaan Lingkungan ITidup Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017
Dari tabel di atas, diketahui bahwa latar belakang pendidikan pegawat Dinas

Pengelolaan Lingkungan Hidup jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi

pengelolaan lingkungan hidup dan pertambangan serta energi, maka yang sesuai

baru mencapai 10 %, Untuk itu maka untuk menunjang tugas dan kegiatan dinas
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periu merekrut tenaga fungsional yang mempunyai iatar belakang pendidikan dari

pertambangan, geologi dan eiektro.

Untuk begalannya suatu organisasi harus ditunjang oleh SDM yang
berkualitas dalam arti memiliki pendidikan yang cukup yang sesuai depgan tugas
pekerjaannya, karena Sumnber daya manusia merupakan salah satu sumber yang
berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang Kepala Suh Bagian,
menyatakan bahwa:

(13

sesuai depngan tugas dan kewenangan Dinas pengelolaan Lingkungan
Hidup yaitu mengelolz lingkungan hidup, pertambangan dan energi, untuk
melaksanakan tugas tersebut diperlukan aparatur yang mempunyai keahlian
khusus. Seperti untuk pertambangan seorang aparatur harus menguasai bagaimana -
potensi atau kandungan bahan tambang yang ada serta memerlukan waktu berapa
tahun apabila dieksploitasi. Dan untuk sementara ini, kami mengadakan
koordinasi dengan pertambangan propinsi, serta mengikutsertakan pada diklat
teknis tertentn, Dengan kondisi tersebut yang dkaitkan dengan tugas dan fungsi
Dinas, kami sangat memhutuhkan sarjana yang mempunyai disiplin ilmu dibidang
pertambangan {geologi), lingkungan hidup, energi (elektro) dan keahlian lainnya™.
Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa untuk menangani tugas yang ada di
Dinas diperlukan pegawai yang mempunyai latar belakang peadidikan dan
geologl /pertambangan, lingkungan hidup, etektro dan disiplin ilmu yang lainnya.
Sumber daya manusia dilihat dari tingkat kemampuan teknis yang dimiliki
pegawai, maka pegawai yang ada di Dinas Pengelolaan Linpkungan Hidup
kabupaten Aceh Tengah, dari sejumnlah 30 orang tersebut, mereka pada umumnya
sudah berpengalaman dan telah bekerja dengan masa kerja yang bervariast. Dan
sementara itu dalam rangka menunjaug pelaksanaan tugas dan fungsi, para

pegawai diikutkan dalam pendidikan teknis baik yang diadakan di tingkat

kabupaten maupun di tingkat Propinsi Aceh. Adapun pendidikan teknis yang
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ditkuti selama tahun 2017 sampai saat ini diantaranya TOT AMDAL, UKL dan
UPL, pelatihan pelaksanaan inspeksi tambang (PIT), kursus dasar-dasar AMDAL
A, Pelatihan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan pembangunan jalan dan
Jembatan, Diklat pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), Diklat teknis substantif
perindustrian dan perdagangan bidang penyusunan dan pengendalian lingkungan,
pengenalan geologi dan sumber daya mineral, Diklat teknis pengelolaan
kearsipan, Diklat teknis manajemen proyek (KMPP), pelathan bidang
pertambangan, Dikiat pengenalan eksplorasi mineral dan ABT, dan Diklat
Struktural SPAMA, SPAMA dan lain-lainya sebagaimana telah divraikan
terdahutu.

Apabila dikeitkan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang
dimiliki Dinas Pengelolasn Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah,
berdasarkan pengamatan bahwa sangat diperfukan pegawai yang memiliki
pengetahuan dan keahlian serta komitmen terhadap program organisasi.
Berdasarkan pengamatan, scbagaimana telah dijelaskan di atas bahwa para
pegawai setelah mengikuti diklat, umumnya mereka dapat melaksanakan tugas
secara learning by doing (belajar sambil bekerjg). Apabila mereka mengalami
kesulitan, mereka mengadakan koofdinasi dengan dinas teknis, sehingga
pekerjaan dapat berjalan.

Untuk keberhasilan Dinas Pengelolan Lingkungan Hidup dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya diperlukan sumber daya manusia untuk
mendukung kepiatan dalam upaya inengatasi permasalaban lingkungan hidup

termasuk pertambangan. Dari sumber daya yang tersedia dalam organisasi,
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sumber daya manusia memegang peranan yang sentral dan paling menentukan.
Tanps sumber daya manusia yang handal, pengolahan, penggunan dan
pemacfaatan sumber-sumber lainya akan menjadi tidak efektif, efisien dan
produkinf. Dalam keadasn yang demikian tidaklah mengherankan bahwa tujuan

serta program organisasi yang telah ditetapkan dengan baik akan tetap sulit

terwujud secara baik dan benar.

3. Finansial.

Sebagaimana tclah diuraikan dalam tinjauan pustaka, bahwa finansial
merupakan salah satu sumber daya yang berpengarch terhadz.xp kinerja orpanisast
publik.

Adanya Finansial, dalam suatu organisasi, selain faktor SDM dan sarana
fisik lainya, dukungan anggaran memegang peranan penting dalam kegiatan
organisasi. Tujuan yang telah dinumuskan dengan sirategi dan program sebaik
apapun harus ditkuti dengan dukungan anggaran yang memadai.

Finansial di dalam penelitian i akan dilihat dari tingkat pengalokasian
anggaran untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan tingkat
ketersediaan anggaran biaya operasional untuk kegiatan pembinaan terhadap
pegawal dan masyarakat, yang akan diuraikan secara berurutan.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III, bahwa finansial atau anggaran
yang menunjang pelaksanaan. tugas di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup sejak

dibentuk terdiri dari dua mata anggaran yaitu anggaran rutin dan pembangunan.
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Dan berdasarkan data yang ada, anggaran yang dialokasikan dari APBK
Kabupaten Aceh Teagah untuk Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk tahun
anggaran 2016 anggaran rutin sebesar Rp. 569.933.110,00 yang terdiri dari
Belanja pegawai sebesar 76,95 %, belanja barang 14,04 %, biaya pemeliharaan
2,98 %, belanja perjalanan dinas 5,04 %, dan biaya lain-lain untuk kesejahtraan
pegawai 0,88 %. Sedangkan untuk tahun angparan 2017 sebesar Rp.683.737.608 -
yang terdiri dari belanja pegawai sebesar 71,83 %, belanja barang 12,39%, biaya
bemeliharaan 5,99 %, belanja perjalanan dinas 4,81 % dan belanja lain-tain untuk
biaya operasional dan kesejahtraan pegawai 4,97 %.

Dari jumlah anggaran tabun 2016, yang dipergunakan untuk menunjang
tugas pokok sebesar Rp. 131.000.000 yang diperuntukan bagi belanja barang,
biaya pemeliharaan, biaya perjalanan dinas dan kesejahtraan pegawai. Sedangkan
pada tabun anggaran 2017 ada kebijakan Bupati Aceh Tengah yang
mengalokasikan biaya operasional sebesar Rp. 30.000.000,-. |

Apahila dilihat dari pengalokasian anggaran vang dapat langsung
mempengaruhi kenerja organisasi diantaranya adanya biaya perjalanan dinas,
Biaya peqalanan dinas dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan pemantauan
dan monitoring ke berbagai kegiatan yang berhubungah dengan lingkungan hidup
termasuk pertambangan, Dari anggaran tersebut biasanya diberikan kepada para
pegawal yang melaksanakan kegiatan berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas.
Setelah melaksanakan tugas para pegawal diharuskan melaporkan secara tertulis

basil pemantauan atau monitoring yang dituangkan dalam benta acara.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan para kepala seksi dan para kepala sub
bagian, selama tabun 2016 mereka mengeluh karena tidak adanya biaya

operasional untuk metakukan kegiatan ke lapangan, sebagaimana pendapat salah
seorang kepala seksi:

“untuk melaksanakan pemantanan ke lapangan, kami sering terbentur oleh
biaya, disatu sisi kami harus melaksanakan tugas yaitu melaksanakan pemantauan
ke perusahaan-perusahaan penambangan, industri maupun ke lokasi lahan
tambang yang jaraknya relatif jauh, tetapi disisi lain kami tidak dibeni biaya
operasional, adapun biaya perjalanan dinas diberikan apabila ada surat togas dari
kepala dinas. Untuk tahun 2002 athamdulilah ada kebijakan dan Bupati yang
memberikan biaya operasional, dengan biaya itt maka kepala dinas memberikan
kebijakan lagi dan dana Rp. 30.000.000,00 untuk satu tahun dibagi 12 bulan, dan
tiap bulannya hanya 2.500.000,00 dibagi 30 pegawai termasuk kepala dinas, dapat
dibayangkan berapa yang kami terima untuk melaksanakan kegtatan. fadi menurut
kami mengenai anggaran ini sangat berpengaruh sekali dalam menunjang kegiatan
dinas”,

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa faktor anggaran atau finansial berperan
sekali dalam menunjang kegiatan dinas, dengan demikian aspek finansial dapat
dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia, maka aspek finansial
merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan yang dapat mempengaruhi
kinetja suatu organisasi.

Dalam masalah finansial ini berbeda pendapat deugan hasil wawancara
dengan kepala Dinas , yang menyatakan bahwa:

“ sebetulnya yang saya rasakan, faktor finansial tidak terlalu berpengaruh
terhadap kinerja organisasi, sebab tanpa biaya operasionalpun para pegawal masih
dapat melaksanakan tugas, sebab pada tahun 2001 saja dinas kami tidak diberi
biaya operasional tetap saja kegiatan dapat berjalan, asal ada kemauan pasti
mereka bisa melaksanakan tugas. Tetapi alangkah baiknya kalan ada biaya, tetapi
menurut saya tidak terialu signifikan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi,

yang kami rasakan adalali kurangnya kendaraan operasonal untuk melaksanakan
tugas ke lapangan karena kendaraan yang ada tidak mencukupi”.
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Pemyataan tersebut jelas, bahwa menurut Kepala Dinas faktor finansial
tidak terialu signifikan berpengaruh terhadap kinerja organisasi, yang berpengaruh
adalah kendaraan operasional.

Dari kedua pemyataan tersebut terjadi perbedaan persepsi antara para kepala
seksi dan para kepala sub bagain dengan kepala dinas mengenai pengaruh
finansial terhadap kinerja organisasi. Untuk itu kami melakukan wawancara
dengan seorang Kepala Sub Dinas, yang menyatakan sebagai berikut:

” faktor anggaran atau finansial memegang peranan yang sangat penting
dalam menunjang pelaksanaan tugas, sebab tanpa ditunjang oleh anggaran yang
cukup, bagaimana kami dapat melaksanakan tugas ke lapangan sementara gaji
yang kami terirna setizp bulan habis oleh keperluan di rumah, jadi untuk
melaksanakan pemantauan atau monitoring atau melakukan kegiatan penyuluhan
dan sebagainya perlu didukung oleh anggaran”.

Berdasarkan pengamatan dan data yang ada, mengenai anggaran rutin yang
ada kurang menunjang terhadap pelaksaan tugas pokok dan fungsi, tetapi
kekurangan tersebut dapat dibaantu oleh adanya anggaman pembangunan, dimana
untuk tahun anggaran 2017 ada kebijakan dari Bupati yang menambah jumlab
kegiatan serta menambah besarnya alokasi anggaran pembangunan serta adanya
biaya operasional.

Jika dikaitkan dengan volume tugas yang harus dilaksanakan oleh Dinas,
diantaranya untuk wmelaksanakan pembinaan, pemantauandan monitoring
terhadap perusahaan, penambang dan perusahaan pemakai ABT, jelas diperlukan
sumber daya finansial yang memadai. adanya dukungan anggaran yang cukup

tujuan organisasi akan mudah tercapai.
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C. Keterkaitan antara Variabel Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia dan
Finansial dengan Kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten
Aceh Tengah.

Untuk mengetahui keterkaitan antara variabel struktur orgenisasi, Sumber
Daya Manusia dan Finansial dengan Kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan
Hidup Kabupater Aceh Tengah, sebagaimmna telah diuraikan dimuka, dapatlah
dunterpretasikan bahwa faktor strukinr organisasi dapat mempengaruhi terhadap
kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah.
Berkenaan dengan hal tersebut dari hasil wawancara dan observasi di dapat bahwa
dari variabel struktur organisasi masih mengalami kelemahan, antara lain: struktor
yang ada belum menampung seluruh tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan
oleh dinas, sebagaimana telah dijelaskan di dalam struktur organisasi tidak
nampak adanya sub dinas mauvpun seksi yang khusus menangani masalzh
pertambangan maupun energi, selain itu jabatan fungsional yang ada belum terisi.
Keadaan tersebut jelas dapat berpengamh terhadap kinerja organisasi Dinas
Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengab.

Kinerja organisasi dilihat dar indikator akuntabilitas sebagaimana telah

 diuraikan dimuka, bahwa tingkat konsisteusi kebijakan dan kegiatan dinas dengan
aspirasi masyarakaf, tingkat kemampuan meningkatkan prakarsa dan kepedulian
aparatur dan masyarakat serta tingkat upaya rchabilitasi kerusakan SDA dan
lingkungan, memperlihatkan babhwa pada umumnya kegiatan-kepiatan tersebut

belum mencapai tujuan yang telah ditentukan.
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Apabils kita amati tingkat konsistensi kebijakan dan kegiatan dinas dengan
aspirasi masyarakat dihubungkan dengan struktur organisasi Dinas, dengan tidak
adanya aparatur yang khusus menangani masalah pertambangan, jelas tidak ada
orang yang bertanggungjawab secara langsung terhadap kegiatan tersebut. Hal
tersebut bexpengamh terhadap tingkat pendelegasian wewenang. Dengan tidak
adanya yang bertanpgungjawab maka berpengaruh terhadap kemampuan
meningkatkan prakarsa dan kepedulian aparatur dan masyarakat serta tingkat
upaya rehabilitast kerusakan SDA dan lingkungan.

Begitu pula jika dikaitkan dengan indikator responsibilitas, dengan struktur
organisasi tersebut yang helum menampung semua kegiatan, maka berpengaruh
terhadap upaya pembinaan terhadap para pengusaha/penambang yang melanggar
aturan. Hal tersebut berdampak pada tingkat penerimaan dari pajak pertambangan
dan ABT yang menjadi kewenangan dinas.

Keadaan struktur organisasi tersebut, juga berpengaruh terhadap kegiatan
yang dilaksanakan dinas dalam pemberian pelayanan perijinan. Walaupun ada
seksi yang menanpgani perizinan, tetapi untuk operasionalisasinya memerlukan
penanganan yang cepat an tidak berbelit-belit. Sebagaimana telah disebutkan
dimuka, bahwa untuk proses perizinan diperlukan ekplorasi ke lapangan, serta
perlu diketahui jumlah kandungan yang ada di lokasi pemambangan. Dengan
tidak adanya aparatur yang bertanggungjawab menangant masalah tersebut, jelas
berdampak pada pelayanan yang diberikan.

Keadaan tersebul(, ditambah dengan sumber daya_ manusia yang ada di Dinas

Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, baik secara kuanfitas
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maupun kualitas belum memadai. Selain itu apabila melihat latar belakang
pendidikan jika dikaitkan dengan tugas yang harus dilaksanakan, dari 30 pegawai
di Dinas Pengclolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, tidak ada saty
orangpun yang berlatar belakang pendidikan formal dari pertambangan, dan
elektro, padahal dinas disamping mengelola lingkungan hidup juga mengelola
petambangan dan energl, schingga diperlukan pepgawni yang mempunyai
kemampuan yang bersifat teknis pertambangan, lingkungan hidup termasuk
energi.

Keadaan tersebut, jika dikaitkan dengan indikator akuntabilitas,
responsibilitas dan responsivitas, berdasarkan data dan hasil pengamatan
memperlihatkan bahwa dengan jumlah pegawat yang kurang memadai, serta tidak
adanya pegawai yang mempunyai keahlian dalam pertambangan dan energi, maka
akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa untuk mengetahui kandungan suatu
potensi bahan galian termasuk air tanah di suatu daerah, diperlukan sumber daya
manusia yang mempunyai keahlian pertambangan dan geologi. Dengan kurangnya
sumber daya manusia dikaitkan dengan tingkat konsistensi kebijakan dan kegiatan
dinas dengan a#pirasi masyarakat, tingkat kemampuan meningkatkan prakarsa dan
kepedulian aparatur dan masyarakat serta tingkat upaya rehabilitasi kerusakan
SDA dan lingkungan jelas berpengaruh.

Apabila sumber dana (finansial) dikaitkan dengan indikator akuntabilitas,
responsibilitas dan responsivitas memperlihatkan baliwa untuk melaksanakan

pembinaan, pemantauan dan monitoring terhadap keglatan pengelotaan
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lingkungan dan pertambangan diperlukan sumber dana. Begitupula untuk
melaksanakan reklamasi terhadap lahan bekas tambang diperiukan dana.

Masalah dana sebagai penunjang kegiatan di Dinas pengelolaan Lingkungan
Hidup belum memadai. Hal tersebut terlihat masih adanya keluhan dari para
pegawai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Berdasarkan hastl pengamatan, wawancara dan data yang ada,
memperlibatkan bahwa dalam melaksenakan tmgas pokok dan fungsinya Dinas
pengelolaan Lingkungan Hidup masih menghadapi kendala, antara lain struktur
organisasi yang belurn menampung seluruvh tugas yang harus dilaksanakan,
ditambah kurangnya sumber daya manusia baik secara kuantitas dan kualitas,
belum adanya pegawai yang mempunyai keahlian di bidang pertambangan dan
energi, serta belum memadainya dana untuk menunjang tugas pokok dan fungsi.
Ketiga variabel tersebut  berpengaruh terhadap kinerja organisasi Dinas
Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, yang dapat terlihat dari
masih adanya kegiatan pembangunan vang menimbulkan dampak negatif
terhadap lingkungen yang belum tertanggulangi seperti adanya pencemaran,
masih rendahnya penerimaan dari pajak bahan galian golongan ¢ (BGGC) dan air
bawah tanah (ABT), adanya praktek penambangan yang tidak mengindahkan
peraturan yang berlaku, seperti tidak memiliki SIPD, luas areal penambangan
lebih besar dari luas yang tertera dalam SIPD, dan tidak melakukan reklamasi,
masih banyaknya perusahaan yang tidak mempunyai dokumen Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
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Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL) maupun tidak memberikan laporan

mengenai pengelolaan dan pemantagan hingkungan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasit penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada Bab IV, dapat
ditarik beberapa kesimpulan sebagai benkut :

I. Peneiitian ini mencmukan balwa Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Aceh Tengah memperlihatkan bahwa kinerjanya belum optimai.
Hal tersebut dapat dilihat dan beberapa aspek. Perfama, akuntabilitas yang
‘mempcrlihatkan bawa tingkat konsistensi kebijakan dan kegiatan dinas
belum sesuai dengan aspirasi masyarakat, tingkat kemampuan meningkatkan
prakarsa dan kepedulian aparatur dan masyarakat baru sebatas pencapaian
target belum sampai pada oufcome, tingkat rehabilitasi kerusakan sumber daya
alam dan lingkungan belum dapat dilaksanakan. Kedua, responsibilitas yang
memperlihatkan bahwa masih ungginya tingkat pelanggaran pcnéusaha
termasuk penambang tcrhadap aturan, masth rendabnya tingkat kontribusi
penerimaan dari retribusi persampahan, belum sesuainya antara perumusan
rnisi dan tujuan organisasi dengan dinamika perubahan. Ketiga, responsivitas
memperlihatkan ballwa masih adanya keluhan dari masyarakat tentang
pelayanan perijinan, dan belum optimalnya pembinaan terhadap kegiatan para
pengusaha / penambang.

2. Kinega Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah yang

dilihat dari tiga indikator tersebut, dipenparulu variabel mtemal organisasi,
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Pertama, variabel strektur organisasi, yakni struktur organisasi yang ada
belum menampung selurubl kegiatan yang harus dilaksanakan schingga
berpengaruh terbadap tingkat pendelegasian wewenang, belum sesuainya
penempatan pegawal menurut spesialisasi yang diketahui dengan belum
terisinya jabatan fungsional dan tingkat pendelegasian pegawai dalam
pelaksanaan tugas yang diketahui dengan tidak adanya sub dinas yang
menangani masalah perlambangan dan energi. Kedua, variabel sumber daya
manusia, yakni kurangnya sumber daya manusia baik kuantitas maupun
kualitas, tingkat pendidikan pegawai yang belum sesuai dengan tugas yang
harus dilaksanakan yang diketahui dari belum adanya pegawai yang
mempunyai latar belakang pendidikan dari pertambangan maupun elektro,
serta kurangnya kemampuan teknis yang dimiliki pegawai. Ketiga, variabel
finansial, yakni angaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi
belum memadai dan kecilnya biaya operasional untuk menunjang pencapaian
misi dan tujuan organisasi. Ketiga vanabel internal organisasi tersebut
mempengarubi kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten Aceh
Tengah.

B. Saran-saran
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut :
I. Perdunya penataan kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup termasuk struktur organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan

Hidup seyogianya iubah menjadi Dinas Pengelofa Lingkungan Hidup,
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Pertambangan dan Enpergi, serta memperbaiki managemennya. perlunya
dibentuk asosiasi pengusaha / penambang guna memudahkan pengawasan,
pembinaan dan pengendalian kegiatan usaha penambangan yang dilakukan
oleh mereka,

2. Perlunya optimalisasi pemungutan retribusi pertambangan dan persampahan
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan tetap memperhatikan
kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. perlunya merekrut tenaga
teknis yang menguasai lingkungan hidup, pertambangan, dan enerpi untuk
ditempatkan di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai tenaga
fungsional, serta perlunya meningkatkan kemampuan aparatur dengan
mengikutsertakannya pada dikiat teknis fungsional.

3. Perlunya studi lanjut, bimtek atau pelatihan bagi Pegawai di Dinas
Lingkungan hidup untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara di dinas
lingkungan hidup
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PANDUAN WAWANCARA
PENELITIAN KINERJA ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TENGAH

L UNTUK APARATUR:

A. Variabel Dependent ( Kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup)
meliputi :
1. Indikator Akuntabilitas

a. Seberapa jauh Kebijakan dan kegiatan Dinas Pengelolaan Lingkungan
Hidup selama ini dapat memenuhi aspirasi masyarakat, khususnya
dalam pengelolaan lingkungan termasuk pertambangan;

b. Seberapa jauh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup mampu
melakukan kegiatan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat
terhadap SDA adan Lingkungan

c. Seberapa jauh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup mampu
merehabilitasi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan;

2. Indikator Responsibilitas,

a. Seberapa jauh tingkat kesadaran pengusaha / penambang untuk
mempunyai SIPD

b. Seberapa jauh tngkat kesadaran pepgusaha/penambang untuk
membayar pajak atas hasil tambangnya

c. Seberapa jauh tngkat kesadaran pengusaha/penambang untuk
melakukan reklamasi

d. apakah misi dan tujuan organisasi telah sesuai dengan dmamika
perubahan;

e. kegiatan apa yang dilakukan untuk mengantisipasi perubahan

3. Indikator Responsivitas,
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a. bagaimana kegiatan organisasi dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat,

b. kegiatan apa yang dilakukan untuk membina kegiatan para pengusaha /
penambang;

c. kegiatan apa yang dilakukan untuk mengelola sumber daya alam dan
lingkungan hidup;

B. Variabel Independent terdiri dari:
I. Struktor organisasi

a. Bagaimana pendelegasian wewenang yang ada dalam organisasi;

b. Apakah tugas dan fungsi organisasi telah dibagi habis

c. Apakah penempatan pegawai telah sesuai dengan spesialisasi

pendidikan

d. Bagaimana prilaku pegawai dalam menjalankan tugas telah sesuai

dengan peraturan

e. Bagaimana kepatuhan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya

2. Sumber daya manusia,

a. bagaimana sumber daya manusia di Dinas pengelolaan Lingkungan
Hidup dilihat dari kuantitas dan kualitas serta strata pendidikan yang
dimiliki cukup memadai atau tidak

b. apa kemampuan teknis yang dimiliki pegawai untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya

c. apakah setiap pegawai memahami visi, misi, tujuan, tugas pokok dan
fungsinya dalam organisasi .

'd. bagaimana mekanisme penempatan pegawai di lingkungan dinas

e. bagaimana semangat staf dalam menjalankan tugas sehari-han

3. Finansial,

a. Bagaimana anggaran yang ada telah cukup memadai untuk pengelolaan

lingkungan hidup termasuk pertambangan;

b. Apakah pengalokasian anggaran telah menunjang pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi;

c. Apakah ada biaya operasional untuk membina pepawai 'fian masyarakat
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I1. Untuk para pengusaha / penambang

1. apakah hak dan kewajiban sdr sebagai pengusaha / penambang?

2. bagaimanakan cara sdr untuk mendapatkan SIPD / SIPA bawah tanah?

3. bagaimanakah cara sdr membayar pajak ?

4. bagaimanakah cara sdr memberikan laporan atas kemajuan tambang/
laporan pengelolaan dan pemantauvan lingkungan ?

5. apakah sdr scbagai pengusaha/penambang inemperoleh bimbingan /
pembinaan dari aparatur pemerintah ?

6. Apa kendala yang dihadapi dalam kegiatan /usaha yang saudara
laksanakan ?

7. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ?
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